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Ramadhany, Maulida. 2020. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Anak di bawah Umur di Pengadilan Agama Kraksaan.
Skripsi. Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I. (II) Imam Syafi’I, M.H.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Dispensasi, Pengadilan Agama Kraksaan

Dispensasi Nikah merupakan kebijakan atau bantuan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai pria dan wanita yang salah satu atau keduanya belum mencapai ketentuan umur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah, khususnya Pasal 7 ayat (1) sehingga berbunyi, ”Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun” dan mengenai dispensasi nikah dibahas dalam ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.
Fokus penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah.
Rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama dalam menetapkan hasil permohonan dispensasi nikah dan apa saja faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah.
Dalam penelitian ini, penulis fokus pada penelitian lapangan (field research) yakni dengan turun langsung ke lapangan untuk observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber atau informan.
Adapun yang menjadi hasil dari penelitian ini adalah : (1) hakim memiliki landasan hukum dalam menjalankan tugasnya dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan dalam menetapkan perkara dispensasi nikah seperti kematangan usia, kedewasaan, finansial dan lainnya; (2) faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama yakni kehamilan di luar ikatan pernikahan dan kekhawatiran timbul fitnah.
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PENDAHULUAN

[bookmark: _Toc15184036]Latar Belakang Masalah
[bookmark: _Toc15184037]Pernikahan merupakan fondasi masyarakat di manapun. Dengannya dapat dibentuk keluarga yang memberikan rasa sayang dan pemeliharaan kepada anak-anaknya, melahirkan anggota keluarga yang shalih yang mentransfusikan darah baru pada urat nadi masyarakat sehingga dapat tumbuh, kuat, berkembang dan maju. Jadi, pernikahan bukan hanya pilihan individu, tetapi juga tanggung jawab sosial. Tanpa pernikahan, masyarakat tidak akan langgeng, apalagi berkembang dan maju.
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.[footnoteRef:2] Perkawinan tentu memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi, salah satu syaratnya adalah kriteria umur. Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.[footnoteRef:3] [2:  Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Departemen Agama R.I, 2000), 14.]  [3:  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan] 

Pada Oktober 2019, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengalami amandemen (perubahan) dan tertera dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada ketentuan Pasal 7 yang berbunyi:
Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur orang tua kedua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.[footnoteRef:4] [4:  Wawancara dengan Bapak Drs. H. M. Bisyri,S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan pada Rabu, 4 Maret 2020 pukul 09.00.] 


Sementara itu dalam Islam, agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, tidak memberikan batasan umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Agama Islam menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah baligh. Usia baligh seseorang tentu berbeda-beda. Untuk wanita biasanya ditandai dengan datangnya haid (menstruasi), sedangkan untuk pria ditandai dengan mimpi basah.
Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama, ada beberapa yang sangat berkaitan dengan hak-hak anak, diantaranya adalah permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah merupakan permohonan yang diajukan oleh pemohon agar Pengadilan Agama memberikan izin untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang belum terpenuhi oleh calon mempelai yaitu pemenuhan batas usia perkawinan.[footnoteRef:5] Dispensasi nikah adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai ketentuan umur dalam undang-undang. Permohonan dispensasi nikah bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah, hakim harus benar-benar memiliki dan mempertimbangkan perkara dari berbagai segi, baik itu keadilan, mashlahat dan manfaat untuk anak jauh ke depannya.[footnoteRef:6]  [5:  Achmad Cholil, et al, Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9 Tahun 2016), 38.]  [6:  Ibid.] 

Penentuan batas umur melangsungkan perkawinan itu sangat penting, karena selain menghendaki kematangan biologis juga kematangan psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa calon mempelai harus matang jiwa raganya untuk bisa melangsungkan perkawinan agar perkawinan berjalan baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
Pada zaman sekarang yang semakin maju dan berkembang terutama di bidang teknologi, sehingga memudahkan siapa saja termasuk anak-anak untuk mengakses segala sesuatu dengan  mudah dan cepat. Apabila hal ini tidak ada pengawasan dari orang tua, pengetahuan agama yang kurang, dan faktor keluarga, lingkungan, pergaulan yang tidak baik dan tidak berbekal hal yang positif maka akan berdampak buruk bagi anak-anak. Anak-anak akan masuk dalam pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya kehamilan sebelum adanya penikahan dengan kata lain marriage by accident.
Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) menyebutkan bahwa Kabupaten Probolinggo peringkat ketiga tertinggi angka pernikahan dini di Jawa Timur setelah Sampang dan Sumenep, Pulau Madura. Tercatat ada 4.404 kasus penikahan dini di Kabupaten Probolinggo sepanjang 2018 lalu. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Herman Hidayat mengungkapkan posisi itu tidak berubah dalam beberapa tahu terakhir, kalaupun ada hanya berkisar pada angka 1 persen saja.[footnoteRef:7] [7:  Koran Pantura. Kabupaten Probolinggo Peringkat 3 Terbanyak Pernikahan Dini. 26 Februari 2019. https://koranpantura.com , diakses 11 Maret 2020.] 

Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan masalah baru. Pertama, mereka yang menikah di bawah umur rawan mengalami perceraian. Sebelum menikah, calon mempelai harus mempersiapkan mental lahir dan batin termasuk kematangan umur. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadi kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan, wanita berumur di bawah 21 tahun seluruh organ reproduksinya belum siap untuk kehamilan dan melahirkan anak. Ketiga, akan muncul kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Keempat, terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya harus bekerja dan merawat anak.[footnoteRef:8] Selain itu, dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan yang dimaksud dengan penyimpangan itu apa sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri isi dari pasal tersebut dalam penetapan dispensasi nikah. [8:  Rahmah Maulidi, Dinamika Hukum Perdata di Indonesia (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 80.] 

Maka dari itu kebijaksanaan dan kehati-hatian pihak pengadilan sangat berperan dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah baik dalam mengabulkan maupun menolak harus dengan alasan yang kuat, sehingga jumlah pengajuan dispensasi nikah dapat ditekan. Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah dan faktor-faktor pengajuan dispensasi nikah. Oleh karena itu, penulis sekaligus peneliti mengambil judul penelitian “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Anak di bawah Umur di Pengadilan Agama Kraksaan”.
Fokus Penelitian
1. [bookmark: _Toc15184038]Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan.
Rumusan Masalah
[bookmark: _Toc15184039]Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Kraksaan ?
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kraksaan ?
Tujuan Penelitian
[bookmark: _Toc15184040]Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya permasalahan yang dirumuskan, antara lain :
1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kraksaan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kraksaan.
Manfaat Penelitian
[bookmark: _Toc15184041]Penelitian ini diharapkan memberi manfaat, baik bagi penulis maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini di antaranya :
1. Manfaat Teoritis
a. Sebagai salah satu bahan masukan
b. Memberi sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu studi Hukum Islam, khususnya di bidang perkawinan dan peradilan
2. Manfaat Praktis
a. Memberi informasi terkait pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah
b. Memberi pengetahuan kepada masyarakat dalam berperkara di pengadilan agama dan kewenangan pengadilan agama
Metode Penelitian
[bookmark: _Toc15184042]Pendekatan dan Jenis Penelitian
[bookmark: _Toc15184043]Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dikatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. yang teliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.[footnoteRef:9] [9:  A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 328.
] 

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Dilihat dari sisi pelaksanaannya, penelitian secara langsung berinteraksi dengan hakim di Pengadilan Agama Kraksaan untuk menggali data pertimbangan hakim terkait penetapan dispensasi nikah.
Kehadiran Peneliti
[bookmark: _Toc15184044]Kehadiran peneliti adalah mutlak, karena dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen kunci, pengumpul data dan informasi, penganalisis, serta pelapor hasil penelitian. Peneliti berperan sebagai pengamat penuh, sehingga dalam kegiatan penelitian informan dapat mengetahui status dari peneliti. Informan adalah subyek atau orang yang memberikan informasi mengenai apa yang di teliti.
Lokasi Penelitian
[bookmark: _Toc15184045]Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kraksaan. Adapun alasan yang mendorong dipilihnya lokasi ini karena beberapa dari masyarakat mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum mencapai ketentuan umur untuk melaksanakan perkawinan yang tertera dalam Undang –Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang syari’at Islam maupun yang terlanjur hamil sebelum menikah. Selain itu revisi atau amandemen (perubahan) Undang-undang Perkawinan juga mendorong naiknya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan tahun 2019. Maka dari itu penulis memilih lokasi tersebut dengan harapan bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat setempat.
Sumber Data
[bookmark: _Toc15184046]Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti yaitu : 
a. Sumber Data Primer
Penelitian dengan menggunakan sumber data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber asli atau pertama (informan). Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi atau bentuk file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau informan. Dalam pengumpulan data primer diperlukan metode survei dan menggunakan instrumen tertentu. Survei bermanfaat dalam menyediakan cara cepat, efisien dan tepat dalam menilai informasi dari narasumber.[footnoteRef:10] [10:  Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 129-130.] 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan  Agama Kraksaan untuk mendapatkan data tentang pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah. 
b. Sumber Data Sekunder
Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data. Pengambilan data sekunder tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan dengan beberapa cara antara lain; Manual, yaitu dengan melihat buku indeks, daftar pustaka, referensi maupun literatur sesuai dengan pemasalahan yang sedang diteliti. Online, yaitu mengakses data base yang dikelola sebuah lembaga atau perusahaan yang menjadi lokasi penelitian guna menambah informasi.[footnoteRef:11] [11:  Ibid., 127-128.] 

Prosedur Pengumpulan Data
a. [bookmark: _Toc15184047]Interview atau Wawancara
Wawancara dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan pada informan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yaitu hakim di Pengadilan Agama Kraksaan. Wawancara ini dilakukan untuk menggali data mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan.
b. Observasi atau Pengamatan
Pengumpulan data melalui pengamatan yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dan faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan.
c. Dokumentasi
Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk melengkapi sumber-sumber yang ada, seperti buku-buku literatur, dokumen pengadilan, majalah, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
Analisis Data
[bookmark: _Toc15184048]Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction (merangkum data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing / verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi).[footnoteRef:12] [12:  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015), 337.] 

a. Data Reduction adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan hal-hal yang tidak diperlukan dijadikan arsip penelitian. Artinya data-data penelitian dirangkum dan diambil bagian yang pokok sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya.[footnoteRef:13] [13: Ibid., 338.	] 

b. Data Display adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan.
c. Conclusion Drawing / Verification adalah kesimpulan yang merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah di teliti menjadi jelas, dapat berupa kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.[footnoteRef:14] [14: Ibid., 345.] 

Pengecekan Keabsahan Temuan
[bookmark: _Toc15184049]Dalam penelitian ini, menggunakan teknik triangulasi yakni pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
Tahapan-tahapan Penelitian
[bookmark: _Toc15184050]Ada beberapa tahap dalam penelitian ini, antara lain :
a. Tahap Persiapan, merupakan langkah awal dalam penelitian. Tahap ini meliputi : konsultasi kepada pembimbing mengenai permasalahan yang akan di teliti, menyusun proposal dan seminar proposal. Peneliti meminta surat rekomendasi dari kampus untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kraksaan dan mengajukannya kepada pengadilan untuk ditindaklanjuti. Setelah mendapat izin dari pengadilan, peneliti melakukan studi pendahuluan dengan mengamati lokasi penelitian sebelum terjun dan memasuki bagian penting dalam penelitian.
b. Tahap Pelaksanaan, yakni peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di Pengadilan Agama Kraksaan.
c. Tahap Pelaporan, penelitian yang dilakukan ini merupakan tahap dalam penyelesaian jenjang Strata 1 di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan. Hasil penelitian ini dilaporkan dalam bentuk skripsi yang harus dipertahankan saat diuji oleh penguji.
Sistematika Pembahasan
[bookmark: _Toc15184051]Untuk memudahkan dalam memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikannya sebagai berikut: 
1. Bab I (Pendahuluan) : meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab II (Telaah Pustaka) : meliputi perkawinan (pengertian, dasar dan hukum, tujuan, hikmah, serta rukun dan syarat sah perkawinan), kekuasaan kehakiman, penemuan hukum oleh hakim, dan dispensasi nikah
3. Bab III (Temuan Penelitian) : meliputi gambaran umum lokasi yakni  Pengadilan Agama Kraksaan (sejarah, visi dan misi, tugas pokok dan wilayah yurisdiksi pengadilan agama Kraksaan) serta deskripsi data mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah.
4. Bab IV (Pembahasan) : meliputi analisa terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah.
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5. Bab V (Penutup)  : berisi kesimpulan dan saran.
1



BAB II
TELAAH PUSTAKA

1. [bookmark: _Toc15184052]Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan
Perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu nikah ( نكاح ) dan zawaj ( زواج ) yang berarti “mengumpulkan” dan “menggabungkan”. Maka sebuah hubungan disebut pernikahan karena di dalamnya berkumpul laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan istri.[footnoteRef:15] Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) yakni “dham” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti “setubuh” atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. [15:  Mohammad Hasan Bisyri, “Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Maqashid al-Qur’an”, Hukum Islam, 1, (Juni 2016), 68.] 

Menurut ahli ushul, arti nikah ada beberapa pendapat, yakni:
a. Golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
b. Golongan Syafi’i, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi adalah setubuh.
c. Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh.[footnoteRef:16] [16:  Abdul Shomad, Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2010), 258-259.] 

Al-Qur’an menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat atau mitsaqan ghalidzan sebagaimana Firman Allah :
وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَه وَقَدْاَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًاغَلِيْظًا ﴿٢١﴾
Artinya: 
“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” QS. an-Nisa’ (4) : 21.[footnoteRef:17] [17:  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Juz 1 – Juz 30) (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 105.] 


Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.[footnoteRef:18] [18:  Jamaludin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Aceh: Unimal Press, 2016), 16.] 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[footnoteRef:19] [19:  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.] 

Para Ahli Fiqh Munakahat banyak memberikan pemikiran, pendapat tentang perkawinan yang didasarkan pada al-Qur’an dan al-Hadits dengan melakukan interpretasi serta analisis yang melahirkan hukum Fiqh dalam bidang perkawinan yang menjadi sumber hukum di Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Abu Yahya Zakariya al-Anshary, nikah menurut istilah syarak ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna.[footnoteRef:20] [20:  Jamaludin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Aceh: Unimal Press, 2016), 21.] 

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentari perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[footnoteRef:21] Adapun maksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika pelaksanaan akad nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syari’at Islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami istri.[footnoteRef:22] [21:  Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Departemen Agama R.I, 2000), 14.]  [22:  Jamaludin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Aceh: Unimal Press, 2016), 17.] 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang mengikat batin antara seorang pria dan wanita yang ditandai dengan akad yang pada umumnya berasal dari keluarga yang berbeda, terutama berasal dari keluarga asalnya, yang kemudian mengikatkan dirinya menjadi satu kesatuan dalam ikatan keluarga.[footnoteRef:23] Sarjana Hukum Indonesia, seperti Subekti dan Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan juga mengenai pengertian perkawinan. Subekti mengemukakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama, sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa perkawinan ialah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[footnoteRef:24] [23:  Sri Ahyani, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah”, Wawasan Hukum, 1 (Februari 2016), 32.]  [24:  Sri Ahyani, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah”, Wawasan Hukum, 1 (Februari 2016), 34.] 

Ulama muta’akhirin menjelaskan dan meluaskan arti nikah, dengan memberikan gambaran yang komprehensif dengan definisinya, yaitu “Nikah ialah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan perempuan dan saling tolong-menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya”.[footnoteRef:25] Pernikahan pun merupakan sarana etik-legal untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia sehingga mampu menyelamatkan diri dari seks bebas yang dapat mengakibatkan HIV / AIDS.[footnoteRef:26] [25:  Ahmad Syamsuddin dan Mas’ud Halimin, “Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya Dalam UU Perkawinan Aljazair”, Bimas Islam, 2 (2016), 212.]  [26:  Ibid., 212-213.] 

Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau definisi perkawinan, diantaranya:
a. Ahmad Azhar Bashir merumuskan; Nikah adalah melakukan suatu abad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduk belah pihak, dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridlai oleh Allah.
b. Mahmud Yunus merumuskan; Perkawinan adalah abad antara calon suami-istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’at. Aqad adalah ijab dari pihak perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.
c. Abdullah Sidik: Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah zina dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.
d. Zahri Hamid menyatakan; yang dinamakan nikah menurut syara’ ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syarat sah nikah. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syari’at Islam.[footnoteRef:27] [27:  Abdul Shomad, Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2010), 259-260.] 

Diantara pengertian-pengertian tersebut diatas tidak ada pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana memiliki kesimpulan yang sama. Perkawinan merupakan perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, dengan demikian perkawinan harus diketahui dan dilaksanakan aturan perkawinan dalam Hukum Islam.
2. Dasar dan Hukum Perkawinan
Dasar disyari’atkan perkawinan dalam al-Qur’an sebagaimana berikut :
وَاَنْكِحُوااْلاَيَامىٰ مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤئِكُمْۗاِنْ يَّكُوْنُوْافُقَرَاۤءَيُغْنِهِمُ اللّٰهُ
مِنْ فَضْلِهِۗوَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٢﴾
Artinya :
“Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. an-Nur (24) : 32) [footnoteRef:28] [28:  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Juz 1 – Juz 30) Edisi Baru (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 494.] 


وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍخَلَقْنَازَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٩﴾

Artinya :
“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (Kebesaran Allah).” (QS. az-Zariyat (51) : 49) [footnoteRef:29] [29:  Ibid., 756.] 


وَمِنْ اٰيٰتِهِۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًالِّتَسْكُنُوْۤااِلَيْهَاوَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةًوَّرَحْمَةًۗ
اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾
Artinya :
“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa terteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. ar-Rum (30) : 21) [footnoteRef:30] [30:  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Juz 1 – Juz 30) Edisi Baru (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 572.] 


Sedangkan dalam hadits Rasulullah Shallallaahu ‘Alaihi wa salam :
يَامَعْشَرَالشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَفَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِوَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. رواه احمد
Artinya :
“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mampu menanggung biaya (telah sanggup menikah), maka hendaklah menikah karena sesungguhnya menikah  dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat memelihara kemaluan (dari maksiat), dan barangsiapa yang belum mampu maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu dapat melemahkan syahwat.”(H.R. Ahmad dari Abdullah: 3411 dan al-Bukhari: 4678) [footnoteRef:31] [31:  M. Rizal Qasim, Pengamalan Fikih 2 (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), 71.] 

Menurut para ulama, perintah nikah hukumnya sunah, bukan wajib. Jatuhnya hukum wajib nikah jika disebabkan untuk menghindari zina.[footnoteRef:32] Hukum nikah dalam Madzhab Maliki adalah bervariatif. Pertama: Wajib, apabila memenuhi tiga syarat, yaitu, khawatir melakukan zina, atau tidak mampu berpuasa atau mampu tapi puasanya tidak bisa mencegah terjadinya zina. Kedua: Haram, apabila tidak khawatir zina dan tidak mampu memberi nafkah dari harta yang halal atau tidak mampu jima’, sementara istrinya tidak ridlo. Ketiga: Makruh, apabila merasa tidak mampu bertanggung jawab dan akan menelantarkan istri dan anaknya. Keempat: Mubah, apabila tidak ingin menikah dan tetap bisa melakukan hal-hal sunnah.[footnoteRef:33] [32:  Ibid.]  [33:  Ahmad Syamsuddin dan Mas’ud Halimin, “Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya Dalam UU Perkawinan Aljazair”, Bimas Islam, 2 (2016), 224-225.] 

3. Tujuan Perkawinan
Tujuan pernikahan adalah sesuatu yang hendak diwujudkan dalam penikahan. Dalam al-Qur’an, tujuan pernikahan meliputi beberapa hal, salah satunya ialah melanjutkan keturunan (generasi) sebagaimana Firman Allah:
وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًاوَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةًوَّرَزَقَكُمْ
مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗاَفَبِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ﴿۷۲﴾
Artinya :
“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. an-Nahl (16) : 72)[footnoteRef:34] [34:  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Juz 1 – Juz 30) Edisi Baru (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 374.] 


Kompilasi Hukum Islam pasal 3 merumuskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan tujuan pengertian menurut undang-undang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, suatu rumah tangga yang di dalamnya terjalin keharmonisan antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga tercipta kebahagiaan dan masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.
Selain itu, tujuan dari disyari’atkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada ummatnya untuk memilih pasangan yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan.[footnoteRef:35] [35:  Jamaludin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Aceh: Unimal Press, 2016), 45-46.] 

Tujuan dari pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, membentengi akhlak yang luhur dan menegakkan rumah tangga yang Islami.[footnoteRef:36]  [36:  Sri Ahyani, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah”, Wawasan Hukum, 1 (Februari 2016), 36.] 

Menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya’ ‘Ulum ad-Din, tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan yang sah, mencegah zina, memperoleh ketentraman jiwa, membentuk dan mengatur rumah tangga, usaha untuk mencari rizki yang halal serta menumbuhkan dan memperbesar rasa tanggung jawab.[footnoteRef:37] [37:  Imam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum ad-Din Jilid 2 (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1989), 27-40.] 

4. Hikmah Perkawinan
Ahli Ahmad Al-Jurjawi menyatakan hikmah-hikmah perkawinan antara lain:
a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama akan sulit jika dilakukan individual.
b. Setelah mati, seluruh amal perbuatan akan terputus kecuali tiga yakni shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan do’a anak yang shalih.
c. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangga teratur.
d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan.
e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.
f. Perkawinan akan memelihara dan menjaga keturunan.[footnoteRef:38] [38:  Jamaludin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Aceh: Unimal Press, 2016), 18.] 

Sayyid Sabiq juga menyebutkan hikmah-hikmah yang lain, sebagai berikut:
a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami keguncangan, kacau dan menerobos jalan yang salah. Perkawinan merupakan jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Perkawinan juga membuat badan segar, jiwa tenang, serta mata terpelihara dari melihat yang haram.
b. Perkawinan adalah jalan terbaik untuk menghasilkan keturunan yang baik, melestarikan hidup manusia serta memelihara masa (garis keturunan).
c. Menyadari tanggung jawab telah beristri dan mempunyai anak-anak akan memunculkan sifat rajin dan sungguh-sungguh dalam berusaha memenuhi kebutuhan keluarga 
d. Adanya pembagian tugas, sesuai dengan batasan tanggung jawab antara suami istri.
e. Dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh rasa cinta dalam keluarga, memperkuat hubungan sosial dengan masyarakat.[footnoteRef:39] [39:  Jamaludin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Aceh: Unimal Press, 2016), 19.] 

5. Rukun dan Syarat Sah
Rukun yaitu sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang menetukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi, sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.[footnoteRef:40] [40:  Ibid., 22.] 

Rukun perkawinan harus ada beberapa komponen, berikut dengan syarat-syaratnya:
a. Mempelai laki-laki / calon suami, syaratnya bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa / atas kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang ihram haji dan telah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang perkawinan.
b. Mempelai perempuan / calon istri, syaratnya telah mencapai umur 19 tahun, tidak ada halangan hukum (tidak bersuami / bukan mahram / tidak sedang dalam iddah), merdeka atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang berihram haji.
c. Wali nikah, syaratnya laki-laki muslim, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram.
d. Dua orang saksi, syaratnya laki-laki muslim, baligh, waras akanya, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ihram dan memahami apa yang digunakan untuk ijab kabul.
e. Ijab Kabul, syaratnya dilakukan dengan bahasa singkat yang dimengerti kedua belah pihak (mempelai, wali dan saksi).[footnoteRef:41] [41:  Abdul Shomad, Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2010), 263-264.] 

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah antara lain: (1) Wali dari pihak perempuan, (2) Mahar (maskawin), (3) Calon laki-laki, (4) Calon perempuan dan (5) Sighat akad nikah. Imam Syafi’i menyatakan rukun nikah yakni: (1) Calon laki-laki, (2) Calon perempuan, (3) Wali, (4) Dua orang saksi dan (5) Sighat akad nikah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul (akad yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dan calon mempelai laki-laki).[footnoteRef:42] [42:  Jamaludin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Aceh: Unimal Press, 2016), 22-23.] 

Kekuasaan Kehakiman
Hukum sebagai sarana untuk mengatur kepentingan masyarakat dengan segala tugas dan fungsinya tentu saja harus ditegakkan. Oleh karena itu, diperlukan aparat atau lembaga yang mengawasi pelaksanaan atau penegakkan hukum tersebut.
Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1975 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[footnoteRef:43] [43:  Sulistyowati Irianto, et al, Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017), 44.] 

Kekuasaan kehakiman dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa: 
“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Ketentuan tersebut merupakan dasar adanya suatu peradilan yang mandiri, netral dan tidak memihak untuk menyelenggarakan peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lembaga atau individu lainnya.
Dalam makna yang lebih luas, ketentuan tersebut memberikan implikasi (keterkaitan) bahwa peradilan sebaga lembaga yudikatif, yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, tidak dapat dan tidak diperbolehkan untuk dicampuri oleh kekuasaan lainnya, baik lembaga eksekutif (Presiden dan jajaran di bawahnya) maupun lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat).
Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2) dijelaskan bahwa, pelaksanaan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu dalam Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut ketentuan tersebut dijabarkan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  yang menyatakan bahwa:
“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.[footnoteRef:44]  [44:  Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.] 


Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) berbunyi:
“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.[footnoteRef:45]  [45:  Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.] 


Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukum dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 (1) menjelaskan bahwa:
“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.[footnoteRef:46] [46:  Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama,” Hukum dan Peradilan, 2 (Juli 2013), 190.] 


Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:
Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.[footnoteRef:47] [47:  Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.] 


Kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah sebagai “alat kekuasaan negara” yang lazim disebut kekuasaan “yudikatif”. Tujuan dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan fungsi peradilan adalah agar hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditegakkan dan terealisasikan dalam kehidupan negara hukum.
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 yang berbunyi:
(1)Putusan diambil berdasarkan siding permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. (2)Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.[footnoteRef:48]  [48:  Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.] 


Ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa sebelum memutuskan suatu perkara, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan yang dikeluarkan lembaga peradilan.
Dispensasi nikah adalah keringanan yang diberikan undang-undang melalui pengadilan agama terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan pernikahan. Perkara dispensasi nikah merupakan perkara permohonan yang hasilnya berupa penetapan. Hakim memerlukan pertimbangan yang matang agar putusannya memberi kepastian hukum, keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertimbangan adalah pendapat tentang baik dan buruk; memikirkan baik-baik untuk menentukan atau memutuskan sesuatu.[footnoteRef:49] Pertimbangan adalah suatu tahapan dimana majelis hakim memikirkan dengan baik fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Hakim harus menggali fakta-fakta yang sebenarnya terjadi pada para pemohon. [49:  Kamus Besar Bahasa Indonesia.] 

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 menyatakan bahwa:
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.[footnoteRef:50] [50:  Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.] 


Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Selain itu hakim harus mampu melakukan penemuan hukum agar dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan terhadap kasus-kasus yang terus berkembang.[footnoteRef:51] [51:  A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, 35.] 

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (1) berbunyi :
“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.[footnoteRef:52] [52:  Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.] 


Pada hakikatnya kemandirian kekuasaan kehakiman bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh .badan negara.
Jadi, kekuasaan kehakiman adalah bebas untuk menyelenggarakan peradilan. Kebebasan kekuasaan kehakiman atau kebebasan peradilan atau kebebasan hakim merupakan asas umum yang ada dimana-mana. Kebebasan hakim ini memberi wewenang kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum secara leluasa. Pada dasarnya, dalam memeriksa dan mengadili hakim bebas untuk menentukan sendiri langkah-langkah memeriksa maupun mengadili serta tidak ada pihak lain yang mencampuri jalannya sidang pengadilan.
Penemuan Hukum Oleh Hakim
Hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, wewenang dan tugas hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti yang diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.[footnoteRef:53] [53:  Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2014), 2.] 

Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah etika dan perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Etika adalah kumpulan Abas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagi tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dala gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah hukum yang berlaku. Jadi, etika berperilaku adalah sikap dan perlaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.[footnoteRef:54] [54:  Ibid., 5-6.] 

Seorang hakim harus berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, memiliki integritas yang tinggi dan bertanggung jawab dalam tugasnya maupun apa yang menjadi keputusannya. Hakim juga harus bisa menjaga dan menjunjung tinggi harga diri atau wibawanya, karena jika itu hilang atau terlepas dari seorang hakim maka akan sulit masyarakat mempercayai kekuasaan seorang hakim tersebut. Hakim harus memiliki disiplin yang tinggi, rendah hati serta profesional.[footnoteRef:55] [55:  Ibid., 11-38.] 

Secara yuridis (hukum) hakim tidak boleh untuk menolak suatu kasus atau perkara dengan alasan tidak ada hukum, dengan kata lain hakim harus menerima semua kasus atau perkara meskipun belum ada hukumnya dan hakim berperan mengisi kekosongan hukum, berusaha menafsirkan suatu ketentuan hukum atau kaidah perundang-undangan yang tidak ada atau kurang jelas.
Pada kenyataannya undang-undang hanya menetapkan peraturan umum saja, dan pertimbangan tentang hal-hal tertentu diserahkan kepada hakim. Hakim sebagai pemegang kendali dan penentu hukum di persidangan, dapat memberikan sentuhan kemanusiaan pada hukum dan perundang-undangan, sehingga akan tetap digunakan dalam kerangka penegakkan hukum yang berjiwa kemanusiaan.
Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap suatu peristiwa berdasarkan kaidah atau metode tertentu, sehingga hasil yang diperoleh dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum. Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang atau kurang jelas. Penemuan hukum mengarah pada pemberian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian sengketa.[footnoteRef:56] [56:  Yahyanto dan Lukman Santoso, Pengantar Ilmu Hukum (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2014), 248-249.] 

Prof. Bagir Manan seorang pakar hukum menyatakan bahwa, “Tidak ada satu putusan pun yang di dalamnya tidak mengandung unsur penemuan hukum”. [footnoteRef:57] Penemuan hukum oleh hakim dianggap suatu hal yang mempunyai wibawa sebab penemuan hukum oleh hakim merupakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena hasil penemuan hukum tersebut dituangkan dalam bentuk putusan.[footnoteRef:58] [57:  Achmad Cholil, Penemuan Hukum (Jakarta Pusat: Sekretariat Mahkamah Agung RI, 2013), 6.]  [58:  Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama,” Hukum dan Peradilan, 2 (Juli 2013), 190.] 

Perlunya hakim melakukan penemuan hukum melalui putusan-putusan yang dihasilkannya memiliki signifikan bagi penegakkan hukum yang berkeadilan. Terkait dengan signifikan tersebut, Bagir Manan mencatat setidaknya tiga hal penting. Pertama, penemuan hukum mempunyai arti penting dalam upaya mewujudkan putusan yang adil. Artinya, penemuan hukum sejatinya menjadi sarana bagi terciptanya keadilan. Bagi mencontohkan dengan tuntutan pembagian warisan yang dilakukan oleh cucu dari anak laki-laki terhadap harta peninggalan kakek dalam adat Minangkabau. Menurut adat Minangkabau, harta diwariskan kepada anak perempuan secara turun temurun dalam garis matrilineal. Terkait dengan tuntutan tersebut, Mahkamah Agung pernah menjatuhkan putusan yang isinya memberikan bagian waris menurut garis patrilineal. Meskipun secara adat bertentangan, tetapi Mahkamah Agung mempertimbangkan aspek keadilan bagi anak-anak dari garis ayahnya.[footnoteRef:59] [59:  Achmad Cholil, Penemuan Hukum (Jakarta Pusat: Sekretariat Mahkamah Agung RI, 2013), 6-7.] 

Kedua, penemuan hukum mempunyai arti penting terhadap penciptaan ketertiban hukum. Sebagaimana diketahui, tujuan hukum tidak hanya menciptakan keadilan yang bermuara pada kesejahteraan, tetapi juga menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Pertimbangan-pertimbangan ketertiban dapat dijadikan motivasi penting dalam penemuan hukum. Ketiga, penemuan hukum dilakukan dalam rangka menghormati keyakinan hukum masyarakat.[footnoteRef:60] [60:  Achmad Cholil, Penemuan Hukum (Jakarta Pusat: Sekretariat Mahkamah Agung RI, 2013), 7.] 

Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, majelis hakim dapat mencarinya dalam: (1) kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, (2) kepala adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis, (3) sumber yurisprudensi, (4) tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum dan buku-buku lainnya yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang diperiksa. Dalam melihat sumber yurisprudensi (pertimbangan hakim terdahulu), hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer, tetapi hakim dapat berpedoman selama putusan tersebut memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang berperkara.[footnoteRef:61] [61:  Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama,” Hukum dan Peradilan, 2 (Juli 2013), 191.] 

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas. Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, dan masih tetap berpedoman pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi terikat maupun berpegang lagi pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.[footnoteRef:62]  [62:  Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama,” Hukum dan Peradilan, 2 (Juli 2013), 191.] 

Di Indonesia metode interpretasi dapat dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut: 
a. Metode penafsiran gramatikal, merupakan penafsiran yang paling sederhana dibandingkan dengan penafsiran yang lain. Peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan juga disusun dalam bahasa yang logis sistematis. Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang yang belum jelas perlu ditafsirkan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.
b. Metode penafsiran sistematis atau logis, menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan umum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam metode penafsiran ini, hukum dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh bukan bagian yang berdiri sendiri tetapi bagian dari satu sistem.
c. Metode penafsiran historis (subyektif), adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya peristiwa tersebut. Dalam praktisi peradilan, penafsiran historis dapat dibedakan antara penafsiran menurut sejarah lahirnya undang-undang dengan penafsiran menurut sejarah hukum. Interpretasi menurut sejarah undang-undang (wetshistorisch) adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk. Interpretasi menurut sejarah hukum (rechtshistorisch) adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh ajaran hukum. Jika ingin mengetahui makna yang terkandung dalam suatu perundang-undangan, tidak cukup dilihat dari sejarah lahirnya undang-undang itu saja melainkan juga harus diteliti lebih jauh proses sejarah yang mendahuluinya.
d. Metode penafsiran sosiologis atau teleologi, metode ini menerapkan makna undang-undang berdasarkan hukum kemasyarakatan. Hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, titik beratnya adalah tujuan undang-undang itu dibuat, bukan pada bunyi kata-katanya saja. Peraturan perundang-undangan yang telah usang, disesuaikan penggunaannya dengan menghubungkan dengan kondisi dan situasi saat ini atau situasi sosial yang baru.
e. Metode penafsiran komperatif, adalah membandingkan antara berbagai sistem hukum. Penafsiran ini paling banyak digunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional.
f. Metode penafsiran restriktif, adalah penafsiran untuk menjelaskan undang-undang dengan cara ruang lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. 
g. Metode penafsiran ekstensif, adalah metode yang membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal. Seperti perkataan menjual dalam Pasal 1576 KUH Perdata; ditafsirkan bukan hanya jual beli semata tetapi juga “peralihan hak”.
h. Metode penafsiran futuristik, adalah penafsiran undang-undang yang bersifat antisipasi dengan berpedoman kepada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (ius constituendum). Misalnya suatu rancangan undang-undang yang masih dalam proses perundangan, tetapi pasti diundangkan.[footnoteRef:63] [63:  Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama,” Hukum dan Peradilan, 2 (Juli 2013), 192-193.] 

i. Metode penafsiran otentik/resmi, penafsiran yang dibuat oleh pembuat undang-undang terhadap istilah yang digunakan dalam undang-undang. Penafsiran tersebut biasanya diletakkan dalam bagian penjelasan, rumusan ketentuan umum, maupun dalam salah satu rumusan pasal lainnya. Contoh: pengertian malam hari dalam Pasal 98 KUHP, diartikan waktu diantara matahari terbenam hingga matahari terbit.
j. Metode penafsiran interdisipliner, penafsiran dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu hukum. Contoh: dalam menafsirkan pasal yang menyangkut kejahatan korupsi, hakim dapat menggunakan berbagai sudut pandang yaitu hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi negara.
k. Metode penafsiran multidisipliner, penafsiran menggunakan berbagai disiplin ilmu selain ilmu hukum. Contoh: untuk mengetahui hasil tes DNA, hakim memerlukan penjelasan dari ahli kedokteran.[footnoteRef:64] [64:  Achmad Cholil, Penemuan Hukum (Jakarta Pusat: Sekretariat Mahkamah Agung RI, 2013), 13.] 

Dalam praktik peradilan, penemuan hukum dengan metode konstruksi dapat dijumpai dalam bentuk sebagai berikut:
a. Argumen peranalogian, yaitu mempersamakan dengan cara memperluas makna atau eksistensi suatu ketentuan undang-undang yang khusus menjadi ketentuan umum.
b. Argumentum a’contrario, yaitu penalaran terhadap ketentuan undang-undang pada peristiwa hukum tertentu, sehingga secara a’contrario ketentuan tersebut tidak boleh diberlakukan pada hal atau kasus lain.
c. Pengkonkretan hukum atau penyempitan hukum atau penghalusan hukum (Rechtsvervijnings), yaitu mengkonkretkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang terlalu luas cakupannya.
d. Fiksi hukum, adalah metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru sehingga tampil suatu personifikasi baru.[footnoteRef:65] [65:  Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama,” Hukum dan Peradilan, 2 (Juli 2013), 195.] 

Dalam menjalankan profesinya, seorang ahli hukum pada dasarnya harus membuat keputusan hukum, berdasarkan hasil analisanya terhadap fakta-fakta yang diajukan sebagai masalah hukum dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum positif. Sementara itu, sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam proses analisis fakta tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Dalam proses pengambilan keputusan hukum, seorang ahli hukum pada dasarnya dituntut untuk melaksanakan dua tugas atau fungsi utama, antara lain:
1. Ia senantiasa harus mampu menyesuaikan kaidah-kaidah hukum yang konkrit (perundang-undangan) terhadap tuntutan nyata yang ada di masyarakat,dengan selalu memperhatikan kebiasaan, pandangan yang berlaku, cita-cita yang hidup di masyarakat, serta perasaan keadilan sendiri. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang ahli hukum karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak selalu ditetapkan untuk mengatur semua kejadian yang ada di masyarakat. Perundang-undangan hanya dibuat untuk mengatur hal tertentu secara umum saja.
2. Seorang ahli hukum senantiasa harus dapat memberikan penjelasan, penambahan atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada, dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hal ini perlu dijalankan sebab ada kalanya pembuat undang-undang tertinggal oleh perkembangan di masyarakat.[footnoteRef:66] [66:  Intan Rif’atul Hakim, Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016 (Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo, skripsi tidak diterbitkan, 2017), 52-53.] 

Kegunaan dari penemuan hukum adalah mencari dan menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan yang tepat atau benar, dan secara tidak langsung memberikan kepastian hukum juga. Sementara itu, kenyataan menunjukkan bahwa:
1. Adakalanya pembuat undang-undang sengaja atau tidak sengaja menggunakan istilah atau pengertian yang sangat umum sifatnya, sehingga dapat diberi lebih dari satu pengertian atau pemaknaan. 
2. Adakalanya istilah, arti, pengertian, kalimat yang digunakan dalam undang-undang tidak jelas maknanya, atau tidak dapat diwujudkan lagi dalam kenyataan sebagai akibat dari adanya perkembangan di masyarakat.
3. Adakalanya terjadi suatu masalah yang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut.
Dalam permasalahan ini penetapan dispensasi nikah merupakan hasil dari pertimbangan hakim, dengan kata lain hal ini merupakan sebuah penemuan hukum. Penemuan hukum adalah pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Penemuan hukum yang penting adalah mencari dan menemukan hukumnya untuk peristiwa yang konkrit. Penemuan hukum bukan semata-mata hanya penerapan peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit, tetapi juga merupakan penciptaan dan pembentukan hukum, karena peraturan perundang-undangan atau hukumnya tidak jelas.
Dispensasi Nikah
1. Pengertian
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Sedangkan nikah (kawin) adalah ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.[footnoteRef:67] Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.[footnoteRef:68] Demikian pula menurut Ateng Syarifuddin, dispensasi nikah merupakan keringanan yang bertujuan menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (relaxation legis).[footnoteRef:69] [67:  Kamus Besar Bahasa Indonesia.]  [68:  Ummu Kalsum, Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A (Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, skripsi tidak diterbitkan, 2017), 23.]  [69:  Irfan Listianto, Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur (Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, skripsi tidak diterbitkan, 2017), 40.] 

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.[footnoteRef:70] Dispensasi kawin merupakan perkara voluntair, yakni perkara permohonan yang di dalamnya tidak ada sengketa, sehingga tidak mempunyai lawan dan produknya berbentuk penetapan. Pada perkara permohonan tidak dapat diterima oleh pengadilan kecuali ada kepentingan undang-undang yang menghendaki.[footnoteRef:71] [70:  Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Permohonan Dispensasi Nikah.]  [71:  Sri Rahmawaty dan Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-undang Perlidungan Anak (Studi Kasus Pengadilan Agama Limboto)”. Ilmiah al-Jauhari, 2 (September 2018), 91.] 

Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan, salah satunya perkawinan dibawah umur. Hal ini dinilai menjadi masalah serius, karena menimbulkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun menjadi isu internasional. Pada faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan, di antaranya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang kurang baik.
Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda yang tinggi di dunia, yaitu ranking ke-37, sedangkan tingkat ASEAN tertinggi ke-2 setelah Kamboja. Perkawinan tersebut tidak terjadi hanya karena hamil para nikah, tapi juga ada beberapa faktor lain. Salah satunya pengaruh dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan agama yang mengizinkan perkawinan dini.[footnoteRef:72] [72:  Sonny Dewi Judiasih, et, al, “Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur”. Hukum Acara Perdata, 2 (Juli-Desember 2017), 192-193.] 

Adanya dispensasi nikah ini muncul sebagai opsi lain bagi para calon mempelai yang belum mencapai usia minimal menikah. Hakim mengabulkan atau menolak permohonan tersebut setelah mendengarkan kesaksian para pemohon, calon mempelai dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan.
Batasan Umur
Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang mampu mencapai tujuan pernikahan menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Ada beberapa perspektif mengenai batas usia menikah di Indonesia diantaranya perspektif Hukum Islam, perspektif undang-undang perkawinan yang mengizinkan perkawinan ketika calon mempelai telah mencapai umur 19 tahun baik pria maupun wanita, dan perspektif BKKBN yang menganjurkan usia kawin yang ideal itu minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Usia ideal perkawinan perspektif Maqashid Syari’ah adalah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, karena pada usia ini telah dianggap mampu merealisasikan tujuan pernikahan.[footnoteRef:73] [73:  Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Shariah”. Studi Islam dan Kemanusiaan, 1 (2016).] 

Mengenai batas usia pernikahan, beberapa perspektif diatas akan menjadi pembahasan, sebagai berikut:
a. Perspektif Hukum Islam
Al-Qur’an dan as-Sunnah tidak menyebutkan secara spesifik mengenai batasan umur menikah, tetapi hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus mereka yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dalam bahtera rumah tangga, pasangan suami dan istri harus mengerti dan mampu menunaikan hak serta kewajiban masing-masing secara timbal balik. Dalam QS. an-Nisa’ disebutkan:
وَابْتَلُواالْيَتٰمٰى حَتّٰىۤ اِذَابَلَغُواالنِّكَاحَ  فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًافَادْفَعُوْاۤاِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَلاَتَأْكُلُوْهَاۤاِسْرَافًاوَبِدَارًااَنْ يَّكْبَرُوْاۗوَمَنْ كَانَ غَنِيًّافَلْيَسْتَعْفِفْ  وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ باِلْمَعْرُوْفِۗفَاِذَادَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ  َاَشْهِدُوْاعَلَيْهِمْۗ وَكَفٰى باِللّٰهِ حَسِيْبًا
Artinya :
“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”[footnoteRef:74] [74:  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Juz 1 – Juz 30) (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 100.] 


Ayat tersebut menegaskan bahwa seseorang bisa menikah ketika sudah cukup umur, atau pernikahan boleh dilakukan ketika dia sudah baligh atau dewasa.
Jumhur ulama mengatakan bahwa usia baligh pada anak adakalanya dengan mengeluarkan mani, yakni bermimpi dalam tidurnya melihat atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani. Sedangkan makna kata رُشْدًاو  , para ahli berbeda pendapat. Muhammad bin al-Husain, Bisyr bin Mu’adz, Ibnu Waki’ dan al-Mutsanna berpendapat bahwa maknanya yakni pintar dan baik dalam urusan agama. Sedangkan makna menurut Muhammad bin Basysyar, Ibnu Basysyar dan Ya’qub bin Ibrahim adalah pandai (saja). Ada juga yang berpendapat bahwa makna ar-rusyd adalah baik dan bisa mengetahui sesuatu yang dapat memperbaiki dirinya, ialah Al-Qasim, Hajjaj dan Ibn Juraij.[footnoteRef:75] [75:  Mutsla Sofyan Tasfiq, Tinjauan Mashlahah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah, skripsi tidak diterbitkan, 2015), 36-37.] 

Nabi Muhammad menikah dengan Siti Aisyah ketika umur Aisyah masih belia. Hadits Nabi dari Aisyah r.a yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud dan al-Nasa’i yang artinya: “Nabi menikah denganku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saat usiaku 9 tahun”.[footnoteRef:76] [76:  Husein Muhammad, Fiqh Perempuan (Yogyakarta: LKiS, 2001), 92.] 

Madzhab Fikih telah membahas tema “nikah al-shighar” yang berarti pernikahan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia baligh. Mayoritas ulama madzhab tidak menyentuh pada boleh tidaknya pernikahan pada usia tersebut, melainkan lebih fokus pada pembahasan seputar baligh bagi seorang anak, laki-laki maupun perempuan.
Abu Hanifah berpendapat, usia baligh laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Imam Syafi’i menilai usia baligh adalah 15 tahun, kecuali anak laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah dan anak perempuan telah mengalami menstruasi. Para ulama madzhab cenderung membolehkan pernikahan anak usia dini atau belum mencapai usia baligh.[footnoteRef:77] Namun demikian, sebagian ulama seperti Ibn Syubrumah Usman al-Batti dan Abu Bakar al-Asham tidak membolehkan pernikahan anak dibawah umur sebab setiap orang harus memiliki kematangan dalam menjalani pernikahan dimana kematangan itu ditandai dengan berakhirnya masa kanak-kanak.[footnoteRef:78] [77:  Mohammad Hasan Bisyri, “Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur’an”, Hukum Islam, 1 (Juni 2016), 72.]  [78:  Mohammad Hasan Bisyri, “Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur’an”, Hukum Islam, 1 (Juni 2016), 74.] 

Para ulama madzhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti seorang wanita telah baligh. Hamil terjadi karena adanya pembuahan ovum (sel telur) oleh sperma, dan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.
Imamiyah, Maliki, Syafi’i, dan Hambali mengatakan, “tumbuhnya rambut-rambut ketiak merupakan bukti baligh-nya seseorang”. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab rambut ketiak itu tidak ada bedanya dengan rambut lainnya pada tubuh manusia. Syafi’i dan Hambali menyatakan usia baligh laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkan usia baligh adalah 17 tahun. Sementara Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.[footnoteRef:79] [79:  Ahmad Syamsuddin dan Mas’ud Halimin, “Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya Dalam UU Perkawinan Aljazair”, Bimas Islam, 2 (2016), 246-247.] 

Adapun Imamiyah , maka ulama madzhab menetapkan usia baligh anak laki-laki adalah 15 tahun dan anak perempuan 9 tahun, berdasarkan hadis Ibnu Sinan sebagai berikut:
إِذَابَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِيْنَ دَفَعَ إِلَيْهَامَالَهَا ، وَجَازَأَمْرُهَاوَأُقِيْمَتِ الْحُدُوْدُالتَّامَّةُلَهَا وَعَلَيْهَا
Artinya :
“Apabila anak perempuan telah mencapai umur sembilan tahun, maka hartanya diserahkan kepadanya, urusannya dipandang boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh.”[footnoteRef:80] [80:  Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab (Shaf e-publishing), 345-346.] 


Nor Kandir dalam karyanya Safinatun Najah: Matan Dan Terjemah menguraikan tanda-tanda baligh, sebagai berikut:
عَلَامَاتُ الْبُلُوْغِ ثَلَاثٌ : تَمَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةًفِيْ الذَّكَّرِوَالْأُنْثَى، وَالاحْتِلَافِيْ الذَّكَرِ
وَالْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِيْنَ، وَالْحَيْضُ فِيْ الْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِيْنَ.
Artinya :
“Tanda baligh ada 3, yaitu; (1) Umur 15 tahun sempurna bagi lelaki maupun perempuan, (2) ihtilam (mimpi basah) bagi lelaki maupun perempuan yang (biasanya) berumur 9 tahun dan (3) haidh bagi perempuan yang (biasanya) berumur 9 tahun”.[footnoteRef:81] [81:  Nor Kandir, Safinatun Najah: Matan Dan Terjemah (Pustaka Syabab, 2016), 10.] 


Ukasyah Athibi dalam bukunya Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila telah mampu memenuhi syarat berikut:
1) Kematangan Jasmani. Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami maupun istri dan keturunannya.
2) Kematangan Finansial atau Keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mahar atau maskawin, memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
3) Kematangan Perasaan. Perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak ada keraguan, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada ketidakseriusan. Pernikahan butuh perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.[footnoteRef:82] [82:  Ummu Kalsum, Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A (Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, skripsi tidak diterbitkan, 2017), 30.] 

Dalam kitab Fiqh Mazahib Al-Arba’ah tidak ada penjelasan mengenai batas umur melangsungkan pernikahan, rinciannya sebagai berikut:
1) Menurut Hanafiyah, syarat kedua calon mempelai adalah berakal, baligh dan merdeka.
2) Menurut Syafi’iyyah, syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri. Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahram calon suami, tertentu, tidak ada halangan pernikahan dan lainnya.
3) Menurut Hanabilah, syaratnya harus tertentu, ada kerelaan dan tidak terpaksa.
4) Menurut Malikiyyah, syaratnya tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, calon istri bukan istri orang lain ataupun tidak dalam masa iddah dan keduanya bukan mahram.[footnoteRef:83] [83:  Mohammad Hasan Bisyri, “Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur’an”, Hukum Islam, 1 (Juni 2016), 74-75.] 

Pada pembahasan batas usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan inilah al-Qur’an maupun as-Sunnah tidak memberi penjelasan yang tegas mengenai batasannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur hukumnya adalah sah.
b. Perspektif Undang-undang Perkawinan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah manifestasi (perwujudan) dari hukum Islam yang dikodifikasi dan dilegalkan menjadi aturan negara. Di Indonesia peraturan yang mengatur mengenai dispensasi nikah yakni dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, bahwa umur minimal menikah adalah 16 tahun perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Dalam hal ini undang-undang perkawinan tidak konsisten dalam menyebutkan usia perkawinan, karena dalam Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan.[footnoteRef:84] [84:  Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.] 

Namun, setelah mengalami amandemen (perubahan) yakni dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 berbunyi:
1.) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2.) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.[footnoteRef:85] [85:  Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Perkawinan.] 


Ketentuan batas umur ini, seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Sejalan dengan prinsip undang-undang perkawinan, bahwa calon suami dan calon istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dan tidak berakhir  dengan perceraian.
Peraruran Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Cara Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Undang-Undang Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, Pasal 1 ayat (2) poin (g) menyatakan bahwa:
Dispensasi Pengadilan Agama, ialah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama berupa dispensasi untuk calon suami dan calon istri yang belum mencapai umur yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan.

Dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) berbunyi: 
Apabila seorang calon suami dan calon istri belum mencapai ukur yang ditentukan undang-undang perkawinan, harus mendapat dispensasi dari pengadilan. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama di tempat tinggalnya.[footnoteRef:86] [86:  Permenag No. 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Cara Kerja Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.] 


Masalah penentuan batasan umur dalam undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat ijtihad, sebagai ikhtiar pembaharuan fiqh klasik. Berdasarkan Firman Allah sebagaimana berikut:
وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْتَرَكُوْامِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةًضِعٰفًاخَافُوْاعَلَيْهِمْ  فَلْيَتَّقُوااللّٰهَ
 وَلْيَقُوْلُوْاقَوْلاًسَدِيْدًا
Artinya :
“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” QS. an-Nisa’ (4) : 9.[footnoteRef:87] [87:  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Juz 1 – Juz 30) (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 101.] 


c. Perspektif BKKBN
Berbeda dengan undang-undang perkawinan yang mengizinkan pernikahan jika mencapai 19 tahun, Sukaryo Teguh Santoso sebagai Perwakilan Badan Kependudukkan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Timur menyatakan bahwa usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak sesuai yang tertera dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1).[footnoteRef:88] Oleh karena itu, BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. [88:  Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Perlidungan Anak.] 

Rekomendasi ini ditujukan untuk kebaikan masyarakat, agar pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan yang matang dalam rumah tangga, sehingga dalam keluarga dapat tercipta hubungan yang berkualitas. Menjaga keharmonisan rumah tangga bukanlah suatu hal yang mudah, karena memerlukan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak setiap adanya guncangan yang muncul, baik akibat ekonomi maupun lainnya. Pasangan suami istri masing-masing harus mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.[footnoteRef:89] [89:  BKKBN. Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun. 6 Maret 2017. https://www.bkkbn.go.id , diakses Selasa, 31 Maret 2020 pukul 18.00.] 

Program KB mengembangkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang menganjurkan usia ideal menikah dan memiliki anak pertama yaitu minimal usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dari kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berumah tangga.
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa.
Pendewasaan usia perkawinan merupakan bagian dari program keluarga berencana nasional. PUP akan memberi dampak terhadap peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan angka total kelahiran atau Total Fertility Rate (TFR). Tujuan PUP ini adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan rumah tangga, mereka harus mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga antara lain kesiapan fisik dan mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi atau finansial atau keuangan, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak.[footnoteRef:90] [90:  Mohammad Hasan Bisyri, “Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur’an”, Hukum Islam, 1 (Juni 2016), 77-78.] 

d. Perspektif Maqashid Syari’ah
Secara etimologi, maqasid adalah bentuk plural (jamak) dari kata maqsad yang artinya sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Kata al-Syari’ah berarti tempat mengalirnya air. Secara terminologi, syari’ah adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukkan kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dengan demikian, aturan apapun yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, belas kasih dengan lawan, kebaikan beram dengan kejahatan, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, adalah aturan yang tidak termasuk dalam syari’ah. Maqashid Syari’ah adalah tujuan, nilai dan faidah yang ingin dicapai dari dituntunkannya syari’ah baik secara global maupun terperinci.
Khusus bab pernikahan, salah seorang pakar maqashid syari’ah, Jamaluddin ‘Atiyyah, menjelaskan secara rinci tentang maqashid Syariah dari pernikahan dengan memahami dan menafsirkan al-Qur’an dan sunnah. Berikut rincian penjelasannya:


1) Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan
Pernikahan dalam Islam hadir sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan di Arab sebelum datangnya Islam dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, apalagi kedudukan perempuan yang jauh di bawah laki-laki. Pernikahan Islam membawa kabar gembira dan angin segar bagi perempuan, karena Islam menganggap laki-laki dan perempuan adalah sama, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami istri.
2) Menjaga keturunan
Menjaga keturunan menjadi sangat penting demi kelangsungan hidup manusia. Jika umat Islam sepakat tidak menikah dan tidak melahirkan keturunan, maka perlahan umat Islam akan semakin sedikit bahkan bisa tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, ada beberapa aturan pernikahan yang tujuannya agar menjaga keturunan ini tetap terealisasi, diantaranya adalah keharusan menikah dengan lawan jenis (laki-laki dengan perempuan) dan larangan menikah dengan sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan), adanya larangan mengeluarkan sperma di luar alat vital (kelamin) istri dengan alasan agar tidak hamil dan punya anak, adanya larangan melakukan tindakan medis terhadap reproduksi perempuan untuk mencegah kelahiran anak dan aturan lainnya.
3) Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
Tujuan pernikahan tidak sekedar menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologi yang tenang, damai dan tenteram dengan balutan kasih sayang antara suami istri. Islam mengatur pola hubungan suami istri yaitu memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti satu sama lain, mengatur tata krama bersenggama dan lainnya.
4) Menjaga garis keturunan
Berbeda dengan menjaga keturunan, menjaga garis keturunan adalah melahirkan anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas nasab atau garis keturunannya dan siapa orang tuanya. Islam melarang keras perzinaan yang akibatnya pada ketidakjelasan nasab seorang anak.

5) Menjaga keberagaman dalam keluarga
Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya. Rasul Muhammad menggambarkan bahwa ada 4 kriteria yang harus jadi pertimbangan dalam memilih pasangan yakni segi fisik, segi keluarga, segi ekonomi dan yang paling penting adalah segi agamanya.
6) Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga
Berkeluarga berarti memasuki jenjang baru dalam kehidupan. Suami, istri, begitu juga anak akan dihadapkan pada beberapa aturan  yang merangkai pola hubungan antara anggota keluarga. Suami dan istri terikat pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitupun hubungan antara anak dengan orang tuanya. Berkeluarga juga mengikat pada pola hubungan baru seperti hubungan kekerabatan, hubungan mahram, hubungan kewalian dan banyak hubungan lainnya.
7) Mengatur aspek finansial keluarga
Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial (keuangan) seperti adanya kewajiban suami memberi mahar, kewajiban memberi nafkah, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan finansial.[footnoteRef:91] [91:  Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Shariah”. Studi Islam dan Kemanusiaan, 1 (2016), 79-83.] 

Menurut dr. Akhmad Khof Albar, SpOG, ketentuan usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan tidak sesuai dengan keadaan kesehatan reproduksi wanita dimana usia 20 tahun ke bawah seorang wanita masih mengalami proses pematangan alat reproduksi sehingga dalam usia 20 tahun jika ia mengalami kehamilan akan terjadi perebutan gizi antar ibu dan anak. Kemungkinan bahaya lainnya yang terjadi antara lain Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKA), karena resik kehamilan dan persalinan wanita dibawah 20 tahun lebih besar daripada kehamilan dan persalinan pada usia 20 tahun ke atas. Menurutnya, usia ideal perkawinan adalah sesuai dengan kesehatan reproduksi, kesiapan mental dan keselamatan ibu dan anak, yakni usia 20 tahun ke atas.[footnoteRef:92] [92:  Tsamrotun Kholilah, Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Ahli Medis Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974 (skripsi tidak diterbitkan), 60.] 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh LKBH Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu, menyimpulkan bahwa banyak perkawinan di bawah umur yang berakhir dengan perceraian. Setelah perceraian, anak perempuan menjadi tenaga kerja wanita (TKW) atau pekerja seks komersian (PSK) dan parahnya mereka dijual oleh orang tuanya sendiri.[footnoteRef:93] [93:  Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Shariah”. Studi Islam dan Kemanusiaan, 1 (2016), 88.] 

Melihat pandangan ahli media dan hasil penelitian tersebut diatas, maka usia ideal perkawinan perspektif maqashid syari’ah adalah minimal 25 tahun bagi laki-laki dan minimal 20 tahun bagi perempuan. Batas usia minimal ini menjadi usia ideal perkawinan karena telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan sebagaimana yang dijelaskan oleh Jamaluddin ‘Athiyyah sebelumnya, juga sesuai dengan harapan pemerintah (BKKBN) melalui program PUP, serta sesuai dengan pandangan ahli medis, psikologis, sosial dan agama.[footnoteRef:94] [94:  Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Shariah”. Studi Islam dan Kemanusiaan, 1 (2016), 87-88.] 

Akibat (Dampak) Pernikahan Dibawah Umur
Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengakibatkan banyaknya kasus pemaksaan perkawinan anak, mengancam kesehatan anak, mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan, mengancam hak anak atas pendidikan dan mendeskriminasi pemenuhan hak antara anak laki-laki dan perempuan. Walaupun perkawinan di bawah umur tidak dilarang tetapi perlu mendapatkan penetapan dispensasi nikah sesuai aturan yang berlaku, setidaknya dapat mengurangi akibatnya seperti terjadi perceraian dan meminimalisir resiko melahirkan usia muda.
Usia perkawinan yang terlalu muda dapat meningkatkan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Pernikahan yang sukses ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab dan segala beban yang muncul setelah pernikahan.[footnoteRef:95] [95:  Try Sa’adurrahman HM. Kafrawi, et, al, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Maros”. Diskursus Islam, 2 (Agustus 2018), 331-332.] 

Secara fisik-biologis, alat reproduksi anak di bawah umur masih dalam proses pematangan, sehingga belum siap melakukan hubungan seksual apalagi hamil dan melahirkan. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker di masa yang akan datang, bahkan berdampak kematian.
Dampak negatif lainnya adalah gagal studi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pernikahan usia muda menjadi penyebab terjadi gagal studi, karena seseorang yang telah menikah dengan tingkat pendidikan yang rendah akan berimplikasi pada minimnya akses dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai keterbatasan yang dialami pasangan nikah muda akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kelangsungan hidup berkeluarga, bahkan berpotensi pada runtuhnya keharmonisan, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga perceraian.[footnoteRef:96] [96:  Mohammad Hasan Bisyri, “Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur’an”. Hukum Islam, 1 (Juni 2016), 78.] 

Selain dampak negatif, pernikahan di bawah umur juga memiliki pengaruh positif, sebagai berikut:
· Terhindar dari penyimpangan seksual. Dorongan dan keinginan seksual adalah sifat alamiah manusia. Di era kebebasan seperti sekarang, pelampiasan hasrat tidak sulit diperoleh, baik melalui khayalan, membaca buku, menonton film cabul, bahkan pergaulan bebas dapat mejerumuskan anak ke dalam praktisi seks bebas. Hal ini cukup menyulitkan orang tua dan guru untuk terus mengontrol mereka sehingga pernikahan dini kerap menjadi pilihan untuk menghindari hal-hal buruk tersebut.
· Sehat jasmani dan rohani. Menikah memberikan ketenangan dan ketentraman. Penyelewengan seksual biasanya menimbulkan perasaan berdosa yang sukar diatasi dan selalu menjadi pengganggu bagi ketenangan batin.
· Mempercepat memiliki keturunan. Mendapatkan keturunan adalah salah satu dari tujuan pernikahan, bahkan hadits Nabi menegaskan dan menghendaki jumlah yang banyak pada ummatnya.
· Meringankan beban ekonomi orang tua. Perkawinan yang dilakukan saat usia dini juga dinilai dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi orang tua khususnya pihak perempuan. Ketika anak perempuannya menikah maka tanggung jawab biaya hidupnya berada pada pihak suami sehingga ekonomi orang tua menjadi lebih ringan.[footnoteRef:97] [97:  Mohammad Hasan Bisyri, “Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur’an”. Hukum Islam, 1 (Juni 2016), 76-77.] 
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BAB III
TEMUAN PENELITIAN
1. [bookmark: _Toc15184053]Gambaran Umum Pengadilan Agama Kraksaan
1. [bookmark: _Toc15184054]Profil
Peradilan Agama Kraksaan merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus tertentu sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang berada di wilayah yurisdiksi Peradilan Tinggi Agama Surabaya. Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Kraksaan adalah Staadblad 1882 No. 152 jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610.
Pengadilan Agama Kraksaan terletak di Jalan Mayjen Sutoyo No. 69 Kraksaan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, yang mempunyai yurisdiksi 327 Kelurahan/Desa dari 24 Kecamatan, dengan luas wilayah 1.696,17 km2 dan jumlah penduduk 1.092.036 jiwa. Gedung Pengadilan Agama Kraksaan diresmikan pada 16 Juli 2008 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Bagir Mana, S.H., MCL. Gedung kantor telah sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1 B. Kemudian produk dan pelayanan di Pengadilan Agama Kraksaan terdiri dari:


a. Perkawinan
· Izin nikah
· Izin poligami 
· Isbat nikah
· Hadhanah
· Wali adhol
· Cerai talak dan cerai gugat
· Hak bekas istri
· Harta bersama
· Asal-usul anak
· Dispensasi nikah
· Pembatalan nikah
· Pencegahan nikah
· Penguasaan, pengesahan maupun pengangkatan anak
· Perubahan biodata akta nikah
· Nafkah anak oleh ibu
· Ganti rugi terhadap wali
· Penolakan kawin campur
· Pencabutan kekuasaan wali
· Pencabutan kekuasaan orang tua
· Penunjukkan orang lain sebagai wali


b. Ekonomi Syari’ah
· Bank syari’ah
· Bisnis syari’ah
· Asuransi syari’ah
· Pegadaian syari’ah
· Sekuritas syari’ah 
· Reasuransi syari’ah
· Reksadana syari’ah
· Pembiayaan syari’ah
· Lembaga keuangan mikro syari’ah
· Dana pensiun lembaga keuangan syaria’h
· Obligasi syari’ah
· Surat berharga berjangka menengah syari’ah
c. Waris
· Gugat waris
· Penetapan ahli waris
d. Infaq
e. Zakat
f. Wakaf
g. Shadaqah
h. Wasiat dan Hibah, dan lainnya[footnoteRef:98] [98:  https://pa-kraksaan.go.id , diakses 13 Maret 2020 pukul 15.15] 

2. Visi dan Misi
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi berarti kemampuan untuk melihat pada inti persoalan; pandangan atau wawasan ke depan; kemampuan merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Sedangkan misi berarti tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya.[footnoteRef:99] [99:  Kamus Besar Bahasa Indonesia.] 

Pengadilan Agama Kraksaan memiliki visi dan misi sebagai berikut:
Visi 
“Terwujudnya Pengadilan Agama Kraksaan Yang Agung”
Misi
1. Menjaga martabat dan kemandirian Pengadilan Agama Kraksaan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Kraksaan.
4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kraksaan.[footnoteRef:100] [100:  https://pa-kraksaan.go.id , diakses 13 Maret 2020 pukul. 15.15] 

Visi dan misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan perencanaan yang baik dengan managemen yang teratur serta pengawasan yang terkendali.
3. Tugas Pokok dan Fungsi
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.
Pengadilan Agama Kraksaan yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dalam bidang: perkawinan, waris, wasiat dan hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen atau Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Selain tugas pokok di atas, Pengadilan Agama Kraksaan memiliki fungsi, sebagai berikut:
a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan (Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan,bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengakapan, keuangan, kepegawaian serta pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).
c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) juga terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/VIII/2006).
d. Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan perlengkapan) (Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/VIII/2006).
f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Organisasi Masyarakat Islam dan lainnya (Pasal 52 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
g. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, memberi akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan (Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan).[footnoteRef:101] [101:  https://pa-kraksaan.go.id , diakses 13 Maret 2020 pukul 15.15] 

4. Kompetensi dan Wilayah Yurisdiksi
Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen) menyatakan bahwa:
Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut tidak diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.
Sebagai pelaksana dari pernyataan undang-undang tersebut, lahirlah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar terjadi pada lingkungan Peradilan Agama yaitu lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peadilan Agama tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah penting yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama antara lain dapat mengadili perkara zakat, infaq dan ekonomi syari’ah.
Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Sedangkan undang-undang Peradilan Agama mengalami amandemen kedua kalinya yakni dengan Undang-Undang No. 50 Taun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip kemadirian hakim dan kebebasan hakim dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
Pengadilan Agama Kraksaan sebagai salah satu unit pelaksana kehakiman, selalu berusaha mewujudkan fungsi-fungsinya antara lain: memberi pelayanan prima kepada masyarakat dan menegakkan hukum juga keadilan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Kraksaan senantiasa mengedepankan dan menjunjung tinggi asas-asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan. Sedangkan dalam memberikan putusan, tetap memperhatikan legal justice (peradilan yang berlaku), moral justice (moral) dan social justice (kondisi sosial).
Pengadilan Agama Kraksaan merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat dan hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah. Pengadilan Agama Kraksaan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi artinya kekuasaan mengadili; lingkup kuasa kehakiman; lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu.[footnoteRef:102] Wilayah yurisdiksi merupakan wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum.[footnoteRef:103] [102:  Kamus Besar Bahasa Indonesia.]  [103:  https://id.m.wikipeida.org , diakses 3 April 2020 pukul 10.50] 

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemekaran wilayah Kabupaten Probolinggo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/II/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kraksaan meliputi 24 Kecamatan yaitu :

a. Kecamatan Dringu, meliputi 14 desa
b. Kecamatan Gending, meliputi 13 desa
c. Kecamatan Banyuanyar, meliputi 14 desa
d. Kecamatan Maron, meliputi 18 desa
e. Kecamatan Gading, meliputi 19 desa
f. Kecamatan Krucil, meliputi 14 desa
g. Kecamatan Tiris, meliputi 16 desa
h. Kecamatan Pakuniran, meliputi 17 desa
i. Kecamatan Besuk, meliputi 14 desa
j. Kecamatan Kotaanyar, meliputi 13 desa
k. Kecamatan Paiton, meliputi 20 desa
l. Kecamatan Kraksaan, meliputi 18 desa
m. Kecamatan Pajarakan, meliputi 12 desa
n. Kecamatan Krejengan, meliputi 17 desa
o. Kecamatan Tegalsiwalan, meliputi 12 desa
p. Kecamatan Leces, meliputi 10 desa
q. Kecamatan Bantaran, meliputi 10 desa
r. Kecamatan Kuripan, meliputi 7 desa
s. Kecamatan Sumber, meliputi 9 desa
t. Kecamatan Wonomerto, meliputi 11 desa
u. Kecamatan Sukapura, meliputi 12 desa
v. Kecamatan Sumberasih, meliputi 13 desa
w. Kecamatan Tongas, meliputi 14 desa
x. Kecamatan Lumbang, meliputi 10 desa[footnoteRef:104] [104:  https://pa-kraksaan.go.id, diakses 13 Maret 2020 pukul 15.15] 

5. Struktur Organisasi
Data Diri
[image: ]
Nama 			: Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H.
NIP 			: 196801021994031003
Tempat/Tanggal Lahir 	: Tuban, 2 Januari 1968
Jabatan 			: Ketua Pengadilan Agama Kraksaan
Pangkat/Gol 		: Pembina Utama Muda (IV/c)

[image: D:\MAULIDA RAMADHANY\S K R I P S I\Download\pak-muqoddar-2.jpg]
Nama 			: Drs. H. Muqoddar, S.H.
NIP 			: 19660316.199203.1.004
Tempat/Tanggal Lahir 	: Lamongan, 16 Maret 1966
Jabatan 			: Hakim
Pangkat/Gol 		: Pembina Utama Muda (IV/c)

[image: D:\MAULIDA RAMADHANY\S K R I P S I\Download\Pak_Taufiqurrochman.jpg]
Nama 			: Drs. Taufiqurrochman, M.H.
NIP 			: 19650930.199403.1.004
Tempat/Tanggal Lahir 	: Temanggung, 30 September 1965
Jabatan 			: Hakim
Pangkat/Gol 		: Pembina Tingkat I (IV/b)

[image: D:\MAULIDA RAMADHANY\S K R I P S I\Download\pakbisyri.png]
Nama 			: Drs. H. M. Bisyri, S.H., M.H.
NIP 			: 19630308.199303.1.009
Tempat/Tanggal Lahir 	: Lamongan, 8 Maret 1963
Jabatan 			: Hakim
Pangkat/Gol 		: Pembina Utama Muda (IV/c)

[image: D:\MAULIDA RAMADHANY\S K R I P S I\Download\Bang_Dede.jpg]Nama 			: H. Dede Andi, S.H.I., M.H.
NIP 			: 19810702.200704.1.004
Tempat/Tanggal Lahir 	: Sindangkerta, 2 Juli 1981
Jabatan 			: Hakim
Pangkat/Gol 		: Penata Tingkat I (III/d)

[image: D:\MAULIDA RAMADHANY\S K R I P S I\Download\ABDUL-KODIR.jpg]
Nama 			: Abdul Kodir, S.Ag., M.M.
NIP 			: 197303221998031004
Tempat/Tanggal Lahir 	: Pasuruan, 22 Maret 1973
Jabatan 			: Sekretaris
Pangkat/Gol 		: Pembina (IV/a)

[image: D:\MAULIDA RAMADHANY\S K R I P S I\Download\foto_surib1.jpg]
Nama 			: Drs. Surib Wahyudi, S.H., M.H.
NIP 			: 19680721.199603.1.001
Tempat/Tanggal Lahir 	: Jember, 21 Juli 1968
Jabatan 			: Panitera
Pangkat/Gol 		: Pembina IV/a
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Nama 			: Drs. Masyhudi, M.H.E.S.
NIP 			: 196704091994031005
Tempat/Tanggal Lahir 	: Bojonegoro, 9 April 1967
Jabatan 			: Panitera Muda Hukum
Pangkat/Gol 		: Pembina (IV/a)
[image: D:\Maulida\S K R I P S I\Download\Baru-STRUKTUR-ORGANISASI-PA_Krs-Trbaru_2020-Repaired-dikonversi-1.jpg]

Nama 			: Amrulloh, S.H., M.H.
NIP 			: 196812201994031007
Tempat/Tanggal Lahir 	: Tegal, 20 Desember 1968
Jabatan 			: Panitera Muda Permohonan
Pangkat/Gol 		: Pembina (IV/a)
[image: D:\Maulida\S K R I P S I\Download\Baru-STRUKTUR-ORGANISASI-PA_Krs-Trbaru_2020-Repaired-dikonversi-1.jpg]

Nama 			: Hj. Fatimah, S.H.
NIP 			: 196112281991032001
Tempat/Tanggal Lahir 	: Kraksaan, 28 Desember 1961
Jabatan 			: Panitera Muda Gugatan
Pangkat/Gol 		: Penata Tingkat I (III/d)
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Nama 			: Syafiq Hamdi, S.H.
NIP 			: 19861028.200912.1.004
Tempat/Tanggal Lahir 	: Jember, 28 Oktober 1986
Jabatan 			: Panitera Pengganti
Pangkat/Gol 		: Penata Muda (III/a)

[image: D:\Maulida\S K R I P S I\Download\umi2.jpg]
Nama 			: Umi Nadhiroh, S.H.
NIP 			: 19660706.201408.2.002
Tempat/Tanggal Lahir 	: Blitar, 6 Juli 1966
Jabatan 			: Panitera Pengganti
Pangkat/Gol 		: Penata Muda (III/a)
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Nama 			: Dini Rininda, S.H.
NIP 			: 19830314.201408.2.003
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 14 Maret 1983
Jabatan 			: Panitera Pengganti
Pangkat/Gol 		: Penata Muda (III/a)
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Nama 			: Budiarto
NIP 			: 19710421.200312.1.002
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 21 April 1971
Jabatan 			: Jurusita
Pangkat/Gol 		: Pengatur Tingkat I (II/d)

Nama 			: Siti Artaniyah, S. Ag.
NIP 			: 197304072006042007
Tempat/Tanggal Lahir 	: Situbondo, 7 April 1973
Jabatan 			: Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
Pangkat/Gol 		: Penata Tingkat I (III/d)

Nama 			: Ana Khoirotul Aini, S.H.
NIP 			: 198402032006042003
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 3 Februari 1984
Jabatan 			: Kasubbag Umum dan Keuangan
Pangkat/Gol 		: Penata (III/c)

Staf 
Nama 			: Fajar Ayu Permata Sari, S.Psi.
NIP 			: 19930626.201903.2.018
Tempat/Tanggal Lahir 	: Klaten, 26 Juni 1993
Jabatan 			: CPNS
Pangkat/Gol 		: Penata Muda (III/a)

Pramubakti 
Nama 			: Iwan Yuliarto
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 1 Juli 1982
Jenis Kelamin 		: Laki-laki
Pendidikan Terakhir 	: SMK

Nama 			: Asih Bararatul Ma’lufah, S.Kom.
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 19 Mei 1983
Jenis Kelamin 		: Perempuan
Pendidikan Terakhir 	: Sarjana Komputer (S1)

Nama 			: Mahyuddin Syafi’i
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 17 Maret 1988
Jenis Kelamin 		: Laki-laki
Pendidikan Terakhir 	: SMA


Nama 			: Sadik
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 17 Juli 1972
Jenis Kelamin 		: Laki-laki
Pendidikan Terakhir 	: SMP

Nama 			: Selamet
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 1 April 1966
Jenis Kelamin 		: Laki-laki
Pendidikan Terakhir 	: SD

Nama 			: Lukmanul Hakim
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 7 Agustus 1978
Jenis Kelamin 		: Laki-laki
Pendidikan Terakhir 	: MAN

Nama 			: Rachmad Hidayatullah, A.Md.Kom.
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 29 Desember 1989
Jenis Kelamin 		: Laki-laki
Pendidikan Terakhir 	: Managemen Informatika (D3)

Nama 			: Andri Agus Budiarto
Tempat/Tanggal Lahir 	: Banyuwangi, 29 Desember 1996
Jenis Kelamin 		: Laki-laki
Pendidikan Terakhir 	: SMA

Nama 			: Umar Afnani
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 26 Agustus 1978
Jenis Kelamin 		: Laki-laki
Pendidikan Terakhir 	: SMA

Nama 			: Sasongko Bagus Nugroho, A.Md.Kom.
Tempat/Tanggal Lahir 	: Tulungagung, 20 Desember 1987
Jenis Kelamin 		: Laki-laki
Pendidikan Terakhir 	: Managemen Informatika (D3)

Nama 			: Nidaul Hidayah, S.H.I
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 26 Januari 1992
Jenis Kelamin 		: Perempuan
Pendidikan Terakhir 	: Syari’ah (S1)

Nama 			: Muhammad Rizal Hamdhani, S.H.
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 20 Maret 1988
Jenis Kelamin 		: Laki-laki
Pendidikan Terakhir 	: Hukum (S1)

Nama 			: Misbahul Munir
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 21 September 1989
Jenis Kelamin 		: Laki-laki
Pendidikan Terakhir 	: SMA

Nama 			: Jatim Effendi
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 12 Oktober 1980
Jenis Kelamin 		: Laki-laki
Pendidikan Terakhir 	: SMA














Tabel 3.1 Statistik Pegawai Di Pengadilan Agama Kraksaan
Statistik Pegawai

	Jabatan
	Jumlah

	Ketua 
	1

	Wakil Ketua
	0

	Hakim 
	4

	Panitera
	1

	Panitera Muda Hukum
	1

	Panitera Muda Gugatan
	1

	Panitera Muda Permohonan
	1

	Panitera Pengganti
	3

	Sekretaris 
	1

	Kasubbag Kepegawaian, organisasi dan Tatalaksana
	1

	Kasubbag Umum dan Keuangan
	1

	Jurusita 
	1

	Staf CPNS
	1

	Staf Pramubakti
	14

	Jumlah
	31



Deskripsi Data
1. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah
Peradilan Agama adalah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. Pengadilan Agama Kraksaan sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syari’ah.
Salah satu bidang perkawinan yang menjadi wewenang pengadilan agama adalah perkara permohonan dispensasi nikah. Asas yang tertera dalam Undang-undang adalah kedewasaan usia pernikahan, artinya calon mempelai harus matang jiwa dan raga sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019  Pasal 7 ayat (1) menyebutkan batas usia perkawinan yaitu apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun.
Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan banyak masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat. Dalam hal ini hakim dinilai mengetahui hukumnya (juris curia novit). Menemukan hukum adalah urusan hakim, maka dalam mempertimbangkan putusannya adalah wajib bagi hakim.
Hakim dalam memberikan penetapan wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, begitu pula dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang perkawinan Pasal 7 ayat (2).
Permohonan dispensasi nikah sebagai perkara permohonan karena dalam perkara ini tidak ada sengketa dan diterima oleh hakim untuk diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Dalam penetapan baik mengabulkan atau menolak pemohonan dispensasi nikah, dengan kemerdekaan yang dimilikinya hakim akan melakukan penggalian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus menerjemah, menafsirkan, memilah dan memilih aturan yang tepat dan relevan dengan perkara dispensasi nikah.
Dasar hukum yang digunakan dalam setiap putusan berisi tentang dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara. Pengadilan Agama adalah Peradilan Islam, maka dasar hukum putusannya adalah segala peraturan undang-undang negara yang berlaku dan relevan, disusun menurut urutan derajatnya dan urutan terbitnya kemudian berdasarkan Hukum Islam dan hukum tidak tertulis lainnya.
Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim Pengadilan Agama Kraksaan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah. Pengadilan Agama Kraksaan dalam pelaksanaannya harus mengikuti peraturan yang ada, sehingga dalam memutuskan perkara baik perkara contencius maupun  voluntair tidak sewenang-wenangnya mengabulkan maupun menolak.
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kraksaan ialah Drs. H. M. Bisyri, S.H., M.H., bahwa dalam menetapkan setiap perkara yang masuk terutama permohonan dispensasi nikah dan mengenai pelaksanaan peradilan hakim berpedoman pada Undang-Undang No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, berikut penjelasannya:
Hakim melaksanakan tugasnya sesuai undang-undang Kekuasaan Kehakiman, salah satunya dalam penetapan dispensasi nikah. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku di masyarakat. Sehingga tidak terjadi berat sebelah, karena mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi nikah tersebut berpengaruh terhadap kehidupan di masa depan.[footnoteRef:105] [105:  Kode : 01/1-W/F-1/4-III/2020] 


Dalam sebuah penetapan hakim harus memiliki dasar hukum yang dijadikan sebagai pegangan atau pedoman untuk mempertimbangkan dikabulkan atau ditolaknya suatu perkara yang diajukan ke pengadilan agama. Hasil wawancara penulis bahwa di Pengadilan Agama Kraksaan landasan hukum yang dijadikan acuan oleh hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah, Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Bisyri sebagai berikut:
Dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara, hakim pasti memiliki dasar atau landasan hukumnya. Dalam perkara permohonan dispensasi nikah, hakim mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, PERMA No. 5 Tahun 2019 mengenai Dispensasi Nikah, Peraturan Menteri Agama  No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Kompilasi Hukum Islam.[footnoteRef:106] [106:  Kode : 01/1-W/F-1/4-III/2020] 


Salah satu Dosen di Universitas Zainul Hasan Genggong Kraksaan Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan di Indonesia yakni Suaidi Mashfuh, S. Ag., M.H.E.S., yang juga merupakan seorang hakim di Pengadilan Agama Malang, mengatakan bahwa, selain landasar (dasar) hukum tersebut di atas hakim juga menggunakan kaidah Fiqhiyah. Berikut pernyataannya:
Selain undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hakim memakai kaidah Fiqhiyah dalam memutus dan menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah. Dalam perkara ini, hakim melihat dan mempertimbangkan sesuai kaidah yaitu mencegah kerusakan lebih utama dari mengambil kemashlahatan.[footnoteRef:107] [107:  Kode : 02/2-W/F-1/15-III/2020] 


Di lingkungan peradilan, wajib bagi hakim menerima perkara walaupun belum ada hukumnya atau hukumnya tidak menjelaskan secara khusus dan hakim dilarang menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada. Hakim berperan mengisi kekosongan hukum tersebut, menafsirkan ketentuan hukum atau undang-undang yang kurang jelas. Bapak Bisyri mengatakan, dalam perkara dispensasi nikah bisa dikatakan merupakan penemuan hukum. Bukan karena aturannya tidak ada tetapi dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan yang dimaksud dengan penyimpangan itu seperti apa, sehingga hakim harus menafsirkan apa yang dimaksud dengan penyimpangan tersebut. Berikut pernyataannya:
Perkara ini (dispensasi kawin) adalah penemuan hukum, bisa dikatakan seperti itu. Dalam Pasal 7 ayat (2) terdapat kata penyimpangan, hakim harus menafsirkan penyimpangan yang seperti apa. Mengabulkan atau menolak permohonan, hakim harus memperluas makna ketentuan dalam undang-undang dan membuat putusan juga tidak lepas dari aturan yang berlaku.[footnoteRef:108] [108:  Kode : 01/1-W/F-1/4-III/2020] 


Akan tetapi, sebelum mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kraksaan ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pemohon sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Suaidi:
Sebelum masuk ke tahap persidangan di Pengadilan Agama Kraksaan, permohonan dispensasi nikah harus didahului dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena usia belum mencapai ketentuan undang-undang, pengajuan dispensasi nikah dilakukan oleh orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan, menyertakan KTP orang tua bukti bahwa pemohon termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kraksaan, Kartu Keluarga (KK) bukti bahwa yang dimohonkan atau calon mempelai benar-benar anak dari pemohon, akta kelahiran calon mempelai sebagai bukti bahwa salah satu calon mempelai atau keduanya belum mencapai usia minim perkawinan, serta surat keterangan sehat dari dokter.[footnoteRef:109] [109:  Kode : 02/2-W/F-1/15-III/2020] 


Sebelum membuat putusan, hakim akan mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan penetapan dikabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Pemohon harus memberikan alasan yang kuat agar dapat diterima oleh majelis hakim. Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan tidak semuanya dikabulkan, adakalanya juga ditolak ketika dilakukan pemeriksaan bukti-bukti dan alasan yang diberikan para pemohon tidak kuat atau tidak dapat dibuktikan kepastiannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Bisyri berikut ini:
Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah apabila para pemohon yakni kedua orang tua calon mempelai dapat memberikan keterangan asli disertakan bukti seperti saksi-saksi atau perilaku kedua calon mempelai yang dinilai sudah sangat dekat. Kedua calon mempelai sering keluar dan menghabiskan waktu bersama, bahkan tidak jarang yang sudah tinggal satu atap bahkan satu kamar. Selain itu, hakim juga mendengarkan langsung dari calon mempelai, apakah ada unsur paksaan atau kemauan diri sendiri untuk melangsungkan pernikahan dan kesiapan menjalani bahtera rumah tangga dengan kewajiban dan hak masing-masing. Saksi-saksi juga akan dimintai keterangan bagaimana hubungan yang terjadi diantara kedua calon mempelai. Sedangkan dalam hal menolak permohonan, apabila para pemohon, kedua calon mempelai dan atau saksi-saksi yang dihadirkan tidak memberikan jawaban yang meyakinkan atau justru memiliki kesaksian yang bertentangan satu sama lain, tidak ada keterbukaan dalam persidangan, adanya unsur paksaan dari orang tua, atau kedua calon mempelai masih bisa menjaga jarak sampai usia perkawinan yang berlaku, atau tidak menimbulkan kekhawatiran akan terjadi zina.[footnoteRef:110] [110:  Kode : 01/1-W/F-1/4-III/2020] 


Bapak Suaidi juga menambahkan bahwa pemohon yang tidak puas dengan putusan pengadilan agama, dapat mengajukab kasasi ke Mahkamah Agung. Berikut pernyataannya:
Para pemohon yang tidak merasa puas dengan ketetapan hakim bisa kasasi ke Mahkamah Agung melalu Pengadilan Agama yang bertugas, yakni Pengadilan Agama Kraksaan. Mahkamah Agung hanya akan memeriksa berkas yang diajukan yang berisi putusan atau penetapan dari Pengadilan Agama. Ada dua kemungkinan, yaitu Mahkamah Agung menguatkan apa yang menjadi ketetapan Pengadilan Agama dan atau Mahkamah Agung memberi putusan lain lalu dikirim lagi ke Pengadilan Agama Kraksaan.[footnoteRef:111] [111:  Kode : 02/2-W/F-1/15-III/2020] 

2. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pengajuan Dispensasi Nikah
Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, yakni dalam Pasal 1 yang berbunyi, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Jumlah permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kraksaan, terutama pada tahun 2019 terdapat 209 permohonan dispensasi nikah. Jumlah ini meningkat sejak amandemen (perubahan) terhadap ketentuan usia minimal perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yakni laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun. Berikut adalah data laporan dispensasi nikah yang masuk atau diterima dan yang sudah diputus atau ditetapkan di Pengadilan Agama Kraksaan tahun 2019 :
Tabel 3.2 Permohonan Dispensasi Nikah Yang Masuk Dan Yang Diputus Di Pengadilan Agama Kraksaan.

	Bulan
	Perkara Masuk
	Perkara Putus

	Januari
	12
	5

	Februari
	0
	7

	Maret
	7
	0

	April
	13
	8

	Mei
	6
	11

	Juni
	8
	6

	Juli
	13
	14

	Agustus
	9
	11

	September
	7
	11

	Oktober
	16
	9

	November
	56
	49

	Desember
	52
	60

	Total
	209
	191




Permohonan dispensasi nikah  yang diajukan di Pengadilan Agama Kraksaan memiliki beberapa faktor yang melatarbelakangi para pemohon meminta dispensasi untuk anak-anaknya yang masih di bawah umur, tentu bukan hanya keinginan orang tua semata, karena umur mereka adalah masa-masa untuk belajar atau menuntut ilmu. Hal ini disampaikan oleh Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kraksaan, Drs. Masyhudi, M.H.E.S., berikut pemaparannya:
Dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kraksaan sepanjang tahun 2019 mempunyai beberapa faktor yang melatarbelakangi antara lain faktor kehamilan pra nikah, faktor umur yang belum mencapai 19 tahun dan khawatir timbul fitnah bahkan zina.[footnoteRef:112] [112:  Kode : 03/3-W/F-2/2-III/2020] 


Faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah bukan hanya karena hamil sebelum ikatan pernikahan, juga faktor khawatir timbul fitnah. Hal ini disebabkan anak-anak zaman sekarang apabila dekat dengan lawan jenis tidak terlalu memikirkan batasan-batasan yang dilarang dalam agama, mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Sehingga para orang tua khawatir dengan perilaku anak-anaknya dan memilih menikahkan mereka lebih awal. Hal ini dipaparkan oleh Bapak Masyhudi sebagai berikut:
Dalam permohonan dispensasi nikah, orang tua selalu merasa khawatir terhadap anaknya. Karena apabila anak sudah lama dalam hubungan pacaran dan sering menghabiskan waktu bersama dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi ada sebagian orang tua yang tidak melarang atau memperbolehkan anaknya bermalam di rumah pasangannya atau pacarnya atau tunangannya sekalipun sehingga hal itu menimbulkan penilaian negatif. Jika hal itu terjadi, tidak menutup kemungkinan akan menjadi fitnah di masyarakat apalagi di daerah seperti Kraksaan yang tidak terlalu luas pasti sangat cepat tersebar.[footnoteRef:113] [113:  Kode : 03/3-W/F-2/2-III/2020] 


Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan antara lain:
[bookmark: _GoBack]
a. Khawatir menjadi fitnah
Penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan dilatarbelakangi kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang apabila tidak dinikahkan akan timbul fitnah, karena melihat anak-anaknya sangat dekat (pacaran maupun tunangan) dan selalu menghabiskan waktu bersama. Maka untuk menghilangkan kekhawatiran itu atau menjaga anak-anak dari perbuatan dosa zina, orang tua memilih menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan.
b. Hamil sebelum nikah

94
Pergaulan bebas dan pengaruh media elektronik yang semakin canggih sehingga siapapun dapat mengakses apapun dengan instan, baik hal yang positif maupun hal negatif. Pergaulan anak dengan lawan jenisnya apabila jauh dari pengawasan orang tua akan  berakibat fatal, tidak lain adalah mengalami kehamilan sebelum adanya ikatan penikahan. Pengajuan dispensasi nikah diharapkan dapat menutup aib keluarga dan mencegah kerusakan lainnya.
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[bookmark: _Toc15184055]BAB IV
PEMBAHASAN 
A. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kraksaan

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan menganalisa pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah. Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan menetapkan permohonan dispensasi nikah sudah sesuai dengan undang-undang yang selama ini dijadikan pedoman sebelum mengabulkan atau menolak suatu perkara yang masuk, yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.
Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kemerdekaan dan kewenangan dalam menjalankan setiap tugasnya, tanpa dipengaruhi oleh instansi atau lembaga manapun karena hakim hanya mengikuti hukum dan keadilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh terikat dengan apapun maupun tertekan oleh siapapun tetapi leluasa untuk berbuat apapun dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, hakim di Pengadilan Agama Kraksaan selalu berpedoman pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, terutama dalam penetapan dispensasi nikah yang hukumnya tidak dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur segala hal yang terkait dengan hakim dalam memutus, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara. Sebelum memutus atau menetapkan, hakim menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis mengenai perkara yang sedang diperiksa sehingga putusannya memiliki dasar dan alasan hukum yang tepat dan sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dispensasi nikah merupakan kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada para pemohon yang ingin menikahkan anak-anak mereka yang belum mencapai umur 19 tahun baik anak laki-laki maupun anak perempuan, sesuai dengan amandemen Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Dalam menetapkan perkara dispensasi nikah hakim wajib mempertimbangkan segala hal yang dapat memperkuat putusan atau penetapan yang dikeluarkan. Putusan dan penetapan yang baik adalah mengandung kepastian hukum, keadilan dan manfaat bagi masyarakat.
Dalam memberikan penetapan berupa pengabulan atau penolakan perkara dispensasi, hakim di Pengadilan Agama Kraksaan mempertimbangkan dari berbagai aspek kehidupan. Dispensasi nikah memiliki dampak negatif yang kemungkinan muncul  adalah pertama, pernikahan di bawah umur rawan terjadi perceraian. Calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan harus matang usianya, matang lahir batin, matang fisik dan mental, serta emosionalnya. Apabila itu tidak terpenuhi, maka akan ada rasa ego yang tinggi diantara keduanya dan belum mampu bahkan belum mengerti kewajiban dan hak masing-masing dalam berumah tangga, sehingga sering terjadi perselisihan dan berakhir dengan perceraian.
Kedua, aspek kesehatan reproduksi wanita yang rawan terjadi kematian ibu atau anak karena usia pernikahan yang terlalu muda. Ilmu kesehatan mengatakan kematangan reproduksi seorang wanita ketika berusia 20 tahun ke atas. Ketiga, aspek finansial atau ekonomi. Hakim akan mempertimbangkan hal ini karena jika calon suami tidak ada pekerjaan atau penghasilan tetap maka kondisi keuangan akan mengganggu kehidupan rumah tangga. Keempat, pernikahan tersebut kemauan diri sendiri atau ada paksaan dari orang tua maupun orang lain.
Dalam persidangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, hakim meneliti dan memastikan beberapa hal dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada pemohon, calon mempelai dan saksi-saksi yang dihadirkan. Selain itu, hakim mempertimbangkan ada larangan perkawinan atau tidak, karena hal ini adalah penting sebelum melangsungkan pernikahan.
Hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam penetapan dispensasi nikah harus menggali berdasakan jawaban atau keterangan dari pihak-pihak yang terkait, melihat bukti-bukti yang ada kemudian dicocokkan dengan keterangan tersebut. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan adalah dua orang saksi yang betul-betul mengetahui keluarga para pemohon dan mengetahui hubungan yang terjalin diantara anak-anak para pemohon.
Hakim Pengadilan Agama Kraksaan lebih mengutamakan atau mempertimbangkan kemashlahatannya demi terhindar dari kerusakan yang lebih fatal. Sesuai kaidah Fiqhyah yang digunakan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah :
دَرْءُالْمَفَاسِدِمُقَدْمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
Artinya :
“Mencegah banyak kerusakan didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”.

Pengadilan Agama Kraksaan telah memutus dan menetapkan permohonan dispensasi nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia. Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan berpedoman pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2007 Pencatatan Nikah, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Dispensasi Nikah, serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selain itu, hakim juga menggunakan kaidah Fiqhyah sebagai dasar atau landasan hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan maupun menolak pengajuan dispensasi pernikahan.
B. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kraksaan

Dari hasil data yang diperoleh penulis selama penelitian di Pengadilan Agama Kraksaan, terutama sepanjang tahun 2019 ada banyak perkara yang masuk, yang diterima dan sudah diputus termasuk permohonan dispensasi nikah. Pada tahun 2019, sebanyak 209 pengajuan dispensasi nikah yang diterima dan 191 perkara dispensasi yang sudah ditetapkan. Menurut Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kraksaan, jumlah ini meningkat sejak adanya revisi undang-undang perkawinan mengenai usia perkawinan, yang sebelumnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan diubah menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.
Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5  ayat (1), hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam persidangan, hakim menanyakan alasan-alasan dan faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah tersebut, diantaranya  yaitu kehamilan diluar ikatan pernikahan dan khawatir timbul fitnah bahkan khawatir terjadi perzinaan. Alasan dan faktor inilah yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah, disertai bukti dan keterangan pihak terkait yang terungkap pada saat persidangan.
Selain menjadi titik ukur dalam hal pertimbangan hakim, faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah juga dapat membantu hakim dalam proses penemuan hukum. Penemuan hukum yang dilakukan oleh  hakim harus berdasarkan peristiwa yang benar terjadi, sehingga hakim dapat melakukan penalaran terhadap ketentuan undang-undang pada peristiwa tersebut.
Salah satu faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan adalah kekhawatiran orang tua terhadap anak-anaknya. Pacaran bu kan lagi hal asing bagi kalangan muda. Apabila anak sudah lama berpacaran bahkan tidak jarang yang sudah kumpul bersama sehingga orang tua khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi, ada pula orang tua yang mengizinkan anaknya bermalam di rumah pasangannya sehingga tidak menutup kemungkinan akan timbul fitnah baik dalam keluarga, kerabat dekat, teman bahkan masyarakat sekitar. Selain itu, ada juga anak-anak yang lepas atau jauh dari pengawasan orang tuanya, pengetahuan agama yang sempit, faktor keluarga yang kurang harmonis, teman dan lingkungan yang tidak mendukung pada hal positif akan berpengaruh buruk pada anak-anak.    Meminimalisir kekhawatiran orang tua dan menghindari fitnah di masyarakat maka orang tua memilih menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan.
Dalam masalah ini, peran orang tua sangat penting dalam tumbuh kembang dan interaksi anak-anaknya untuk menghindari hal-hal tersebut di atas. Sebagai orang tua, harus mengetahui bagaimana mendidik dan memperlakukan seorang  anak sesuai karakter yang dimilikinya. Usia mereka yakni usia anak-anak dimana kepribadiannya masih labil dan rentan terpengaruh hal yang negatif jika tidak ada pengarahan yang baik.
Pendidikan merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan  dalam kehidupan individu maupun sosial, khususnya pendidikan agama yang bertujuan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah dan membentuk akhlaqul karimah. Kurangnya pendidikan agama dapat menjerumuskan seorang anak dalam pergaulan bebas. Orang tua dan anak memiliki kontak batin yang begitu erat, karena itulah peran orang tua sangat penting dalam kehidupan anak.
[bookmark: _Toc15184056]BAB V
PENUTUP

1. [bookmark: _Toc15184057]Kesimpulan
1. Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan menjalankan tugas-tugasnya berpedoman pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan peradilan hakim tidak terikat instansi atau lembaga apapun dan berhak mengeluarkan putusan sendiri tanpa tekanan pihak lain. Putusan hakim yang baik adalah putusan yang memiliki tiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hakim menetapkan permohonan dispensasi nikah berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, juga Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Hakim mempertimbangkan dari segala aspek kehidupan sebelum memberikan putusan mengabulkan atau menolak perkara dispensasi, antara lain aspek kematangan umur dan kedewasaan diri, aspek kesehatan, aspek ekonomi, ada tidaknya suatu unsur keterpaksaan untuk melangsungkan pernikahan dan aspek-aspek lainnya yang dinilai penting untuk dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan antara lain kehamilan di luar ikatan pernikahan dan khawatir timbul fitnah dan hal buruk lainnya. Faktor-faktor tersebut dijadikan titik ukur dan membantu hakim dalam penemuan hukum. Dalam Pasal 7 ayat (2) terdapat kata penyimpangan yang oleh hakim harus ditafsirkan dengan menggunakan metode penemuan hukum. Salah satu faktornya adalah kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah lama berpacaran dan sering menghabiskan waktu bersama. Demi menghilangkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi, orang tua memilih menikahkan anaknya lebih awal dari usia perkawinan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan. Oleh karena itu, pengawasan dan didikan orang tua sangat penting dalam pembentukan karakter anak dan kehidupan anak di masa depan.
[bookmark: _Toc15184058]Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:
1. Dalam pengabulan dispensasi nikah hendaknya hakim juga memperhatikan dampak negatif yang kemungkinan terjadi pada anak yang menikah di bawah umur. Setelah mengabulkan dispensasi pernikahan baik hakim atau orang tua harus memberikan nasihat, bimbingaan maupun pengarahan kepada calon mempelai agar kehidupan mereka dalam rumah tangga berjalan baik dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Hendaknya orang tua melakukan pengawasan, perhatian dan pendidikan agama yang mendalam kepada anak. Orang tua memiliki peran penting terhadap perkembangan anak supaya anak tidak mengalami penyimpangan.   
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· Suaidi Mashfuh, S. Ag., M.HES, selaku Dosen Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan dan Hakim Pengadilan Agama Malang
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TRANSKRIP WAWANCARA
1. Kode 			: 01/1-W/F-1/4-III/2020
Nama Informan 	: Drs. H. M. Bisyri, S.H., M.H.
Tanggal 		:  4 Maret 2020
Jam 			: 09.00 – 10.00 WIB
Disusun Jam 		: 13.00 – 14.00 WIB
Tempat Wawancara 	: Pengadilan Agama Kraksaan
Topik Wawancara 	: Dispensasi Nikah
	
	Materi Wawancara

	Peneliti 
	· Apa landasan hukum hakim dalam penetapan dispensasi nikah ?
· Mengapa permohonan dispensasi nikah dikatakan sebagai penemuan hukum ?
· Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan maupun menolak perkara dispensasi nikah ?

	Informan 
	· Dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara, hakim pasti memiliki dasar atau landasan hukumnya. Dalam perkara permohonan dispensasi nikah, hakim berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, PERMA No. 5 Tahun 2019 mengenai Dispensasi Nikah, Peraturan Menteri Agama  No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Kompilasi Hukum Islam.
· Dispensasi kawin adalah penemuan hukum, bisa dikatakan seperti itu. Dalam Pasal 7 ayat (2) terdapat kata penyimpangan, hakim harus menafsirkan penyimpangan yang seperti apa. Mengabulkan atau menolak permohonan, hakim harus memperluas makna ketentuan dalam undang-undang dan membuat putusan juga tidak lepas dari aturan yang berlaku.
· Hakim mempertimbangkan dari berbagai aspek, antara lain kematangan usia dan kedewasaan, kesehatan, sukarela atau terpaksa melakukan pernikahan, ada tidaknya larangan perkawinan dan lainnya yang dirasa penting untuk dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan.

	Refleksi 
	Hakim harus memiliki dasar hukum dalam setiap putusannya agar memberikan kepastian hukum, keadilan dan manfaat bagi masyarakat.



2. Kode 			: 02/2-W/F-1/15-III/2020
Nama Informan 	: Suaidi Mashfuh, S. Ag., M.H.E.S.
Tanggal 		: 15 Maret 2020
Jam 			: 10.00 – 11.00 WIB
Disusun Jam 		: 13.00 – 14.00 WIB
Tempat Wawancara 	: Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
Topik Wawancara 	: Dispensasi Nikah
	
	Materi Wawancara

	Peneliti
	· Apa landasan hukum hakim dalam penetapan dispensasi nikah ?
· Apa syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan dispensasi nikah ?
· Apa pemohon bisa mengajukan kasasi jika tidak puas dengan penetapan dispensasi nikah oleh hakim ?

	Informan
	· Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, PERMA No. 5 Tahun 2019 Dispensasi Nikah, Permenag No. 11 Tahun 2007 Pencatatan Nikah, dan Kaidah Fiqih dalam menetapkan suatu hukum.
· Surat penolakan dari KUA, KTP pemohon, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dan surat keterangan sehat dari dokter.
· Bisa mengajukan kasasi ke MA, dengan catatan MA hanya membaca berkas yang dikirim oleh Pengadilan Agama dan tidak mengadakan sidang ulang.

	Refleksi 
	Pengajuan dispensasi nikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu.




3. Kode 			: 03/3-W/F-2/2-III/2020
Nama Informan 	: Drs. Masyhudi, M.H.E.S.
Tanggal 		: 2 Maret 2020
Jam 			: 10.00 – 11.00 WIB
Disusun Jam 		: 13.00 – 14.00 WIB
Tempat Wawancara 	: Pengadilan Agama Kraksaan
Topik Wawancara 	: Dispensasi Nikah
	
	Materi Wawancara

	Peneliti
	Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan ?

	Informan
	Dari 209 perkara dispensasi nikah yang diterima Pengadilan Agama Kraksaan tahun 2019 ada beberapa faktor yang melatarbelakangi yakni hamil di luar nikah dan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya.

	Refleksi 
	Selain belum mencapai usia perkawinan, pengajuan dispensasi nikah juga dilatarbelakangi sudah terlanjur hamil dan usaha orang tua untuk menjaga anaknya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan.
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[bookmark: _Toc15184061]Gambar 1.1 Tampak Depan Pengadilan Agama Kraksaan
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Gambar 2.1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kraksaan
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Gambar 4.1 Grafik Jenjang Pendidikan, Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin Pegawai di Pengadilan Agama Kraksaan.
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Gambar 5.1 Wawancara Dengan Panitera Muda Hukum Di Pengadilan Agama Kraksaan
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Gambar 6.1 Wawancara Dengan Hakim Di Pengadilan Agama Kraksaan
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Gambar 7.1 Foto Bersama Usai Wawancara Dan Observasi
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Gambar 8.1 Wawancara Dengan Dosen Hukum Peradilan sekaligus Hakim Pengadilan Agama Malang


RIWAYAT HIDUP


[image: D:\Maulida\Potret\My Album\IMG20181215152225.jpg]Maulida Ramadhany lahir di Kraksaan – Probolinggo pada tanggal 2 Januari 1998. Anak pertama dari dua bersaudara, memiliki seorang adik bernama Meida Dwi Putri dan tumbuh dengan kasih sayang dari pasangan bapak Sundoro dan ibu Farida.
Mulai mengecap pendidikan pada usia 3 tahun, yakni di KB Yos Sudarso Kraksaan (2000-2002). Kemudian melanjutkan pendidikan di TK Al-Qur’an Plus Darussalam Kraksaan (2002-2004), dan pernah menjadi MC pada acara lepas pisah (perpisahan) di TK tersebut. Kemudian melanjutkan pendidikannya di SD Negeri Patokan I Kraksaan (2004-2010), aktif di Organisasi Siswa Intra Sekolah
(OSIS) dan selalu masuk Top 10 dalam hasil belajar. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Kraksaan (2010-2013), aktif di beberapa kegiatan sekolah seperti OSIS, PMR, English Cursus Conversation (ECC), dan seni tari, menjadi perwakilan dalam olimpiade IPA dan Bahasa Inggris, selalu masuk Top 3 dalam hasil belajar, dan pernah mengisi acara perpisahan dengan menyanyikan lagu daerah dan menampilkan tarian khas Probolinggo yakni Glipang dan Sapaan Temor. Kemudian melanjutkan pendidikannya di MA Zainul Hasan 1 Genggong (2013-2016) jurusan IPA, tinggal di Pondok Pesantren Genggong, prestasi yang diraih adalah Peringkat I (kelas X, XI dan XII) juga pernah menjadi peserta olimpiade Biologi dan Bahasa Inggris.
Setelah tamat, melanjutkan studi di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong (UNZAH) Kraksaan dan memilih program studi Perbandingan Madzhab fakultas Syari’ah. Alhamdulillah, atas Kehendak Allah dan dukungan dari orangtua serta pihak-pihak yang terkait penulis berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah hingga skripsi pada tahun 2020.
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Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama	: Maulida Ramadhany
NIMKO	: 2016.12.02.05.0422
Program Studi	: Perbandingan Madzhab

dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
	Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.


	Kraksaan, 14 April 2020
	Yang Membuat Pernyataan
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